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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menguji pengaruh pajak kini, aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak 

tangguhan terhadap manajemen laba riil sekaligus menentukan peran moderasi perencanaan 

pajak dalam hubungan ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

sektor properti dan real estate yang terdaftar di IDX-IC selama tahun 2013-2019. Berdasarkan 

purposive sampling, sampel yang dipilih adalah 23 perusahaan, sehingga total sampel adalah 

138 observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda (Moderated Regression Analysis) melalui Eviews 10. 

Sebelum periode momentum amnesti pajak jilid 1, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pajak kini, kewajiban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba riil. Aset pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba riil. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh moderasi 

perencanaan pajak terhadap hubungan pajak kini dan kewajiban pajak tangguhan dengan 

manajemen laba riil. Sementara itu, tidak terdapat pengaruh moderasi perencanaan pajak 

terhadap hubungan aset pajak tangguhan dengan manajemen laba riil. Hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi investor sebelum mengambil keputusan investasi di 

Bursa Efek Indonesia. Setelah periode momentum amnesti pajak jilid 1, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba riil. Pajak kini dan kewajiban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba riil. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh 

moderasi perencanaan pajak terhadap hubungan aset pajak tangguhan dengan manajemen laba 

riil. Sementara itu, tidak terdapat pengaruh moderasi perencanaan pajak terhadap hubungan 

pajak kini dan kewajiban pajak tangguhan dengan manajemen laba riil. Hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi investor sebelum mengambil keputusan investasi di 

Bursa Efek Indonesia. 

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Otoritas Jasa 

Keuangan untuk menyempurnakan sistem pelayanan konsumen yang terintegrasi di sektor jasa 

keuangan, sehingga pelayanan dapat tertangani secara jelas, komprehensif dan responsif. 

Selain itu, manajemen dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan 

dalam memutuskan apakah akan melakukan tindakan manajemen laba riil atau tidak, yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. 

 

Kata Kunci:  Pajak Kini,  Aset Pajak Tangguhan, Kewajiban Pajak Tangguhan, Perencanaan 

Pajak, Manajemen Laba Riil
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

 

Rencana infrastruktur mendorong pemerintah menargetkan pendapatan 

nasional sebesar 1.882,5 triliun rupiah untuk tahun 2016, dengan target 

penerimaan pajak sebesar 1.360,2 triliun rupiah yang adalah 74% dari pendapatan 

nasional. Namun, hingga Mei 2016 jumlah penerimaan pajak yang diterima hanya 

364,1 triliun rupiah, yang hanya 26,8% dari jumlah yang ditargetkan menurut 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 (Indrawati, 2017). Dari 

dua tahun terakhir, jumlah penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi 82%, 

yang digambarkan pada Gambar 1. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk 

mencari alternatif kebijakan fiskal sebagai sumber dana baru (Mahestyanti et al., 

2018). 

Gambar 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2006-2016 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2016 
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Tertantang dengan kebutuhan pendapatan untuk pembangunan infrastruktur 

dan pajak yang rendah di Indonesia, pemerintah memilih untuk melakukan 

program amnesti pajak (tax amnesty) jilid I yang diselenggarakan pada 1 Juli 2016 

sampai dengan 31 Maret 2017 (Ismi, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2016, amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang. Perbuatan tersebut tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan 

sanksi pidana dalam perpajakan atas harta kekayaan yang diperoleh pada tahun 

2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan melunasi semua 

tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar sejumlah uang tebusan pajak 

(Mahestyanti et al., 2018). 

Program amnesti pajak di Indonesia berlangsung selama sembilan bulan yang 

terbagi dalam tiga periode. Tiga bulan pertama, tarif yang digunakan paling 

rendah yaitu 2%. Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP), selama ini banyak Wajib Pajak yang melapor kekayaan mereka. Alasannya 

adalah bahwa tarif 2% adalah yang terendah, sehingga Wajib Pajak berusaha 

untuk mengeksploitasi keuntungan dengan membayar tarif sekecil mungkin. Sejak 

bulan keempat sampai dengan 31 Desember 2016, tarif yang dikenakan adalah 

3% dan tarif 5% dikenakan sejak  1  Januari  2017  sampai  dengan  31  Maret  

2017 (Adhitya, 2021). Pada akhir periode program amnesti pajak, Wajib Pajak 

yang lolos pemeriksaan dan terbukti tidak melaporkan seluruh harta kekayaannya, 

akan diberikan hukuman penalti 200% (Ismi, 2017). 

Berkaca dari program amnesti pajak, telah membawa kesuksesan seperti 

peningkatan jumlah penerimaan negara dan kepatuhan pajak. Selain membesarkan 



3  

penerimaan dalam waktu singkat, amnesti pajak juga bertindak sebagai transisi 

yang mulus menuju sistem pajak yang lebih ketat (Kurniawati, 2017). Beberapa 

negara telah menerapkan program pengampunan pajak seperti seperti Argentina, 

Itali, Afrika Selatan dan termasuk Indonesia sendiri (Aliandu, 2016). Menurut 

Ragimun (2014), pengampunan pajak di Afrika Selatan menerapkan “pull dan 

push”. Strategi “Pull” adalah dengan memberikan insentif kepada Wajib Pajak 

untuk menarik mereka berpartisipasi dalam program, yaitu dengan membatalkan 

bunga pajak dan memberikan tebusan pajak dengan tarif terendah mungkin. 

Strategi “push” adalah dengan memberikan tekanan kepada pelanggar pajak 

berupa kenaikan dalam kuantitas dan kualitas kemungkinan pemeriksaan pajak. 

Strategi ini membawa suksesi amnesti pajak di Afrika Selatan. 

Program amnesti pajak berhubungan erat dengan laba usaha dan penghasilan 

dari luar usaha adalah elemen Laporan Laba Rugi serta aset dan utang adalah 

elemen Laporan Neraca. Laba usaha yang dilaporkan untuk kepentingan 

perpajakan dan yang sengaja tidak dilaporkan dengan tujuan perusahaan enggan 

membayar pajak terlalu besar (Annisa, 2018). Penilaian kinerja perusahaan secara 

sederhana dapat dicerminkan dari pencapaian laba perusahaan. Pihak-pihak terkait 

dalam satu perusahaan menggunakan informasi laba dalam menentukan keputusan 

yang akan diambil untuk kelangsungan operasi perusahaan (Bunaca dan 

Nurdayadi, 2019). Informasi laba suatu perusahaan digunakan oleh pihak internal 

dan eksternal perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan berbagai keputusan 

terkait tantiem, kompensasi, tolak ukur kinerja manajemen serta dasar penentuan 

besarnya pajak (Negara dan Suputra, 2017). Oleh karena itu, kualitas informasi 
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laba yang disajikan oleh perusahaan tentunya menarik perhatian berbagai 

kalangan seperti investor, kreditur, pembuat kebijakan akuntansi, dan pemerintah 

yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (Nuning et al., 2019). 

Menurut Setyawan dan Harnovinsah (2015), laba perusahaan masih sangat 

diperhitungkan sebagai informasi penting bagi investor dan kreditur serta pemilik 

perusahaan. Investor, kreditur dan pemilik perusahaan biasanya menggunakan 

informasi pendapatan untuk mengukur risiko dalam investasi dan kredit. Di sisi 

lain, laba perusahaan merupakan target manipulasi bagi manajemen untuk 

memaksimalkan kepuasan mereka. 

Saat ini perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang sangat ketat untuk 

bertahan di pasar global. Perusahaan dituntut untuk memiliki berbagai 

keunggulan kompetitif agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, tidak hanya 

dari kuantitas dan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan tetapi juga mencakup 

pengelolaan keuangan yang baik yang artinya berbagai kebijakan dalam 

pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan 

ditunjukkan dengan besarnya keuntungan yang dicapai oleh suatu perusahaan. 

Keadaan inilah yang biasanya mendorong manajer untuk melakukan perilaku 

menyimpang dalam menyajikan dan melaporkan informasi laba yang dikenal 

manajemen laba (Bunaca dan Nurdayadi, 2019). Tindakan manajemen laba tidak 

hanya kesalahan manajemen. Hal ini karena Standar Akuntansi Keuangan (IFRS) 

memungkinkan manajemen untuk memilih berbagai alternatif akuntansi metode 

untuk mengelola keuntungan perusahaan (Widiatmoko dan Mayangsari, 2016). 

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa manipulasi ini membuat laporan keuangan 
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menjadi tidak relevan untuk mengambil keputusan ekonomi. Hal ini disebabkan 

bahwa informasi dalam nilai penghasilan telah disesuaikan dengan kepentingan 

manajer (Achyani dan Susi, 2019). 

Sejauh ini, pendekatan manajemen laba terbagi menjadi dua, yaitu accrual 

dan real manipulation (Schipper, 1986). Model accrual dilakukan dengan 

mengubah metode akuntansi atau estimasi yang digunakan saat menyajikan 

transaksi dalam laporan keuangan. Di sisi lain, manajemen laba riil dilakukan 

dengan mengubah laba yang dilaporkan ke arah tertentu yang dicapai dengan 

mengubah waktu atau struktur operasi, investasi atau pembiayaan yang memiliki 

konsekuensi bisnis suboptimal (Kisno dan Istianingsih, 2016). Manajemen laba 

riil merupakan penyimpangan dari praktik operasi normal perusahaan yang 

dilatarbelakangi oleh keinginan manajemen untuk memberikan pemahaman yang 

salah kepada pemangku kepentingan dengan memastikan bahwa tujuan pelaporan 

keuangan telah tercapai sesuai dengan kegiatan operasi normal perusahaan 

(Machdar dan Nurdiniah, 2021). Praktik manajemen laba riil dilakukan untuk 

mempercepat penghasilan dengan mengubah beberapa kegiatan usaha contohnya 

manipulasi biaya R&D, produksi berlebih, manipulasi dalam biaya iklan, dan 

manipulasi penjualan (Roychowdhury, 2006). 

Fenomena yang membuat ketertarikan peneliti mengambil penelitian ini 

adalah adanya fakta bahwa hanya sekitar 194 (34,7%) perusahaan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia berpartisipasi dalam program amnesti pajak tahun 2016, dan 

di antara 194 perusahaan tersebut, 46 (23,71%) perusahaan tidak mengungkapkan 

nilai bersih dari aset pengampunan pajak mereka (Adhitya, 2021). Perusahaan-
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perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam program amnesti pajak tersebut 

cenderung merupakan perusahaan-perusahaan yang dulunya adalah penghindar 

pajak yang di dalam laporan keuangannya terindikasi adanya fraud (Hermawan et 

al., 2020). Geraldina dan Jasmine (2019) juga mengatakan bahwa perusahaan-

perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam program amnesti pajak cenderung 

merupakan perusahaan-perusahaan yang melakukan manajemen laba (earnings 

management). Menurut Ferdiawan dan Firmansyah (2017), perusahaan 

multinational mempunyai kesempatan besar melakukan praktik manajemen laba 

dan perencanaan pajak untuk menghindari Pajak Penghasilan (PPh) dengan 

menempatkan operasi mereka di negara yang mempunyai tarif PPh rendah. 

Perusahaan MNC dapat menahan dividen dari anak usaha di luar negeri untuk 

mengecilkan nilai penjualan global yang dimitigasi oleh PMK- 

256/PMK.03/2008. 

Korporasi di Indonesia menyusun laporan keuangan dengan menggunakan 

dasar standar akuntansi Indonesia yang dikenal dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Undang-Undang Perpajakan. Peraturan 

akuntansi dan perpajakan memiliki tujuan dan dasar yang berbeda. Menurut Sari 

(2019), laporan keuangan komersial bertujuan untuk menyajikan informasi dan 

kondisi keuangan yang terjadi selama periode tertentu dan untuk memudahkan 

proses pengambilan keputusan, sedangkan laporan keuangan fiskal bertujuan 

untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, sehingga perbedaan tersebut 

menjadi dasar penyusunan dan tujuan. Perusahaan tidak dapat menghitung 

Penghasilan Kena Pajak secara langsung. Hal ini disebabkan adanya perbedaan 
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antara Penghasilan Kena Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan dan 

penghasilan sebelum pajak menurut PSAK. Perbedaan ini mempengaruhi laporan 

keuangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian keseimbangan antara 

Penghasilan Kena Pajak dan laba sebelum pajak melalui rekonsiliasi fiskal 

(Machdar dan Nurdiniah, 2021). 

Dalam konteks akuntansi atas pajak penghasilan, perbedaan tersebut 

menghasilkan dua jenis beda, yaitu beda waktu (temporary differences) dan beda 

tetap (permanent differences) (Amanda dan Febrianti, 2015). Selisih yang timbul 

atas perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal (book-tax differences) 

dinamakan koreksi fiskal yang dapat berupa koreksi fiskal positif dan koreksi 

fiskal negatif. Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal 

menimbulkan beban pajak tangguhan (Purnamasari, 2019). 

Sejak diberlakukannya PSAK No.46 pertanggal 1 Januari 2001 untuk 

perusahaan umum, metoda pengukuran pajak tangguhan mulai diperdebatkan. 

Ada dua metoda yang dikenal yaitu secara parsial (partial methode) dan secara 

penuh (full methode). Penerapan antara dua metoda ini telah menjadi perdebatan 

yang panjang sejak diperkenalkan tahun 1999 antara akademisi, praktisi dan 

regulator (pemerintah) (Luther dan Erna, 2019). Sebagai contoh di Inggris, GAAP 

menetapkan metode parsial, meskipun demiluan manajemen juga dapat mencatat 

aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan hanya berdasarkan selisih 

atau beda waktu yang di masa datang (sudah ditentukan) di-reversal dan tidak 

perlu diganti. Kebalikan dengan GAAP Amerika Serkat, manajemen hams 

mencatat penuh atas jumlah beda waktu tanpa peduli apakah itu berasal dari saldo 
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yang harus di-reversal atau tidak (Gordon dan Joos, 2004). 

Implikasi PSAK 46 ini dikaitkan dengan isu manajemen laba (earnings 

management) dimana banyak manajer memanfaatkan peluang tersebut untuk 

melakukan manajemen terhadap angka laba pada perusahaannya dengan 

pendekatan akrual untuk mendapat bonus atau penghargaan atas kinerja yang baik 

dengan meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Faktor 

pertama yang diuji pengaruhnya terhadap manajemen laba riil pada penelitian ini 

adalah beban pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 

untuk satu periode (Suandy, 2016). Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh 

Wajib Pajak berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pajak, 

kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Setia et al., 2020). 

Penelitian untuk menguji pengaruh pajak kini terhadap manajemen laba sudah 

pernah dilakukan oleh (Setia et al., 2020; Warsono, 2017; Mansyur et al., 2017, 

Annisa, 2018; dan Amanda dan Febrianti, 2015) menunjukkan bahwa pajak kini 

memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Namun berbeda dengan 

penelitian (Rahmi dan Hasan., 2019; Fajarwati et al., 2020; dan Wijaya et al., 

2017) menunjukkan bahwa pajak kini memiliki pengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

Menurut PSAK 46, pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh 

terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak 

yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan 

(pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) akibat 
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adanya perbedaan temporer. Menurut Baradja et al. (2017), aset pajak tangguhan 

dan kewajiban pajak tangguhan terjadi dalam hal: 

1. Apabila penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari penghasilan kena pajak, 

maka beban pajak juga lebih kecil dari pajak terutang, maka akan 

menghasilkan aset pajak tangguhan (Deferred Tax Assets). 

2. Apabila penghasilan sebelum pajak lebih besar dari penghasilan kena pajak, 

maka beban pajak pun akan lebih besar dari pajak terutang, sehingga akan 

menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Taxes Liability). 

Penelitian untuk menguji pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen 

laba sudah pernah dilakukan oleh (Warsono, 2017; Rassang, 2020; Timuriana et 

al., 2015; Machdar dan Nurdiniah, 2021; Rahma, 2020) yang menunjukkan bahwa 

aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian (Widiatmoko dan Mayangsari, 2016; Nuning et al., 2019; Setia et al., 

2020; Fajarwati et al., 2020) menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan memiliki 

pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Kemudian, penelitian (Mulyani et al., 

2018; Destiana et al., 2020; Soliman dan Ali, 2020; Timuriana et al., 2015; 

Negara dan Suputra, 2017; Machdar dan Nurdiniah, 2021; Kisno dan Istianingsih, 

2016; Rahma, 2020; Wijaya et al., 2017; Annisa, 2018) menunjukkan bahwa 

kewajiban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Alfian dan Nuryadi, 

2019; Nuning et al., 2019; Setia et al., 2020; Rassang, 2020; Amanda dan 

Febrianti, 2015; Rahmi dan Hasan, 2019; Dwi et al., 2019; Fadillah, 2020; 

Setyawan dan Harnovinsah, 2015) yang menunjukkan bahwa kewajiban pajak 
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tangguhan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Perencanaan pajak (tax planning) adalah pertimbangan pajak utama yang 

dapat dikaitkan dengan manajemen laba. Menurut Hoffman (1961:274), 

perencanaan pajak (tax planning) didefinisikan sebagai kemampuan Wajib Pajak 

untuk menyusun keuangannya transaksi dengan cara yang mengurangi beban 

pajak. Perencanaan pajak secara teoritis dikenal sebagai pajak efektif perencanaan 

bahwa seseorang harus berusaha untuk mendapatkan penghematan pajak melalui 

prosedur penghindaran pajak secara sistematis dalam sesuai dengan peraturan 

perpajakan (Mei, 2019). Meskipun tindakan perencanaan pajak sebagian besar 

legal, beberapa tindakan perencanaan pajak mungkin jatuh ke dalam zona abu-abu 

dalam hal definisi hukum, seperti menggunakan prosedur yang melanggar hukum 

penghindaran pajak, mengecilkan Penghasilan Kena Pajak atau melebih-lebihkan 

biaya (Abdalla et al., 2018).  

Perusahaan masih mungkin untuk melakukan praktik tax planning yaitu 

dengan melakukan transfer laba (profit shifting) ke negara yang rendah pajak atau 

tanpa pajak (tax heaven). Strategi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini 

dikenal sebagai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) (Ragimun., 2014). 

Berdasarkan The Organization for Economic Co-operation and 

Development/OECD (2013), BEPS adalah strategi perencanaan pajak yang 

memanfaatkan gap dan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang- 

undangan perpajakan untuk menghilangkan atau mengalihkan keuntungan 

perusahaan ke negara lain yang tarif pajaknya rendah atau bahkan bebas pajak. 

Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak 
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yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara 

keseluruhan (Rakhmindyarto, 2014). 

Strategi BEPS merupakan salah satu praktik manajemen laba yang dilakukan 

oleh perusahaan. Praktik manajemen laba didukung adanya informasi asimetri, 

yakni para manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui 

informasi keuangan dan kondisi perusahaan dibanding pemerintah yang memungut 

pajak. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk 

melakukan manajemen laba sehingga informasi laba yang dilaporkan sesuai 

dengan kepentingan manajemen dan tidak menggambarkan laba sesungguhnya 

(Fitri dan Mulyaningtyas, 2018). 

Perusahaan sebagai Wajib Pajak badan mempuyai kewajiban untuk membayar 

pajak bagi negara sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang. Namun 

masih banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi 

pajak yang harus dibayar, hal ini di karenakan pembayaran pajak dianggap 

sebagai beban biaya bagi perusahaan maupun pemiliknya. 

Program amnesti pajak yang telah dijalankan Indonesia ini akan mengawali 

dikeluarkannya aturan controlled foreign company (CFC) oleh Kementerian 

Keuangan dan diterapkannya BEPS Action Plan yang berisi pertukaran informasi 

(Automatic Exchange of Information/AEoI) seluruh negara di dunia terkait 

keterbukaan informasi perbankan. Peraturan dan pengawasan yang baik tentunya 

akan mengatasi dan minimalisasi tax planning dengan cara profit shifting ke 

negara tax heaven yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 
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Penelitian untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen 

laba sudah pernah dilakukan oleh (Purnamasari, 2019; Mei, 2019; Memory dan 

Tipa, 2020; Negara dan Suputra, 2017; Alfian dan Nuryadi, 2019; Nuning et al., 

2019; Rahmi dan Hasan, 2019; Negara dan Suputra, 2017; Ika et al., 2016; 

Annisa, 2018) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Mulyani et 

al., 2018; Widiatmoko and Mayangsari, 2016; Warsono, 2017; Setyawan dan 

Harnovinsah, 2015; Khotimah, 2014) yang menunjukkan bahwa perencanaan 

pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Adapun penelitian lain yang berhubungan dengan management laba ada 

adalah audit committee meetings dalam corporate governance berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba riil (Kurnia dan Pradipta, 2016). Selain itu, manajemen 

laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Riswandi dan Rina, 2020). 

Penelitian-penelitian tentang manajemen laba memang sudah banyak 

dilakukan oleh para peneliti (Kurnia dan Pradipta, 2016; Baig dan Khan, 2016; 

Bortoluzzo et al., 2016; Elnahass et al., 2018; Geraldina dan Jasmine, 2019; Li et 

al., 2018). Namun menurut sepengetahuan peneliti, masih jarang yang 

mengkaitkannya dengan program amnesti pajak. Untuk itu, penelitian ini 

mengkaji bagaimana manajemen laba riil yang ada di perusahaan pada periode 

sebelum dan sesudah adanya amnesti pajak jilid I. Berdasarkan permasalahan di 

atas, penulis melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul “PENGARUH 

PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA 

RIIL DENGAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI PEMODERASI 
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SEBELUM DAN SETELAH PERIODE MOMENTUM AMNESTI PAJAK 

JILID 1”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Manajer (agent) mengetahui informasi internal lebih banyak mengenai 

perusahaan dibandingkan dengan investor (principal), tetapi kenyataanya 

informasi yang disampaikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya karena manajer cenderung melaporkan 

sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya. 

2. Laporan keuangan adalah hal yang terpenting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan sebagai bentuk pertanggung 

jawaban manajemen kepada para calon investor, maka validitas informal 

dalam suatu laporan keuangan sangat penting. Ironisnya, pihak manajemen 

sering kali melakukan tindakan manajemen laba riil dalam laporan keuangan 

perusahaanya seperti memanipulasi biaya dan penghasilan penjualan yang 

membuat laporan keuangan menjadi tidak relevan untuk mengambil 

keputusan ekonomi. 

3. Praktek manajemen laba riil bukan kesalahan manajemen sepenuhnya dan 

tidak dilarang selama itu dalam batasan yang diperbolehkan oleh prinsip-

prinsip akuntansi yang diterima umum, tetapi kenyataanya dalam praktek 

masih banyak manajer, agar mereka dapat memperoleh keuntungan dari 

praktek manajemen laba ini. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas, dapat terlihat bahwa banyak permasalahan yang muncul ketika 

hendak meneliti manajemen laba riil ini. Penelitian ini tidak mengkaji seluruh 

faktor- faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba riil. Oleh karena itu, 

peneliti membatasi masalah yang ada diantaranya: 

1.3.1 Penulis hanya meneliti pengaruh pajak kini, aset pajak tangguhan, 

kewajiban pajak tangguhan, dan amnesti pajak dengan perencanaan pajak 

sebagai pemoderasi. 

1.3.2 Penelitian ini difokuskan pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di IDX-IC periode momentum sebelum dan setelah amnesti pajak 

jilid I yakni tahun 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, dan 2019. Hal ini 

disebabkan karena 80% sektor utama ini yang diuntungkan dari 

implementasi amnesti pajak jilid I, sisanya 20% dikontribusi oleh sektor 

infrastruktur (Andriani, 2016). 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang, maka perumusan 

masalah pada penelitian kali ini adalah: 

1. Apakah pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba riil? 

2. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba riil? 

3. Apakah kewajiban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba 

riil? 

4. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba riil? 
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5. Apakah perencanaan pajak dapat memoderasi pengaruh pajak kini terhadap 

manajemen laba riil? 

6. Apakah perencanaan pajak dapat memoderasi pengaruh aset pajak tangguhan 

terhadap manajemen laba riil? 

7. Apakah perencanaan pajak dapat memoderasi pengaruh kewajiban pajak 

tangguhan terhadap manajemen laba riil? 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Terkait dengan perumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, beberapa 

tujuan yang ingin didapatkan untuk mendapatkan bukti empiris: 

1. Pajak kini mempengaruhi manajemen laba riil. 

2. Aset pajak tangguhan mempengaruhi manajemen laba riil. 

3. Kewajiban pajak tangguhan mempengaruhi manajemen laba riil. 

4. Perencanaan pajak mempengaruhi manajemen laba riil. 

5. Perencanaan pajak memoderasi pengaruh pajak kini terhadap manajemen laba 

riil. 

6. Perencanaan  pajak  memoderasi  pengaruh  aset  pajak  tangguhan terhadap 

manajemen laba riil. 

7. Perencanaan pajak memoderasi pengaruh kewajiban pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba riil. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat/kegunaan 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan empiris tentang pengaruh pajak 
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kini, aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan terhadap manajemen 

laba riil dengan perencanaan pajak sebagai pemoderasi. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Akademisi 

 

Penelitian ini memberikan bukti tentang manajemen laba riil. Hasil penelitian 

diharapkan mampu mengkaji lebih mendalam tentang manajemen laba riil bagi 

penelitian berikutnya. 

b. Bagi Investor 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam 

pengambilan keputusan yang tepat. 

c. Bagi Manager Perusahaan 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor 

dominan yang dapat mempengaruhi manajemen laba riil. Hal ini diharapkan 

mampu memacu atau meningkatkan dalam penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan (financial statement) dengan lebih transparan serta terpercaya. 
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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Konseptual Variabel / Grand Theory 

 

2.1.1 Teori sinyal (Signalling Theory) 

 

Teori sinyal (signalling theory) pertama kali dipublikasikan oleh Spence 

(1973) di mana pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan 

potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak 

penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan 

pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Teori sinyal didasarkan pada asumsi 

bahwa informasi yang diterima oleh masing- masing pihak memiliki perbedaan, 

dengan kata lain terjadi asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. 

Menurut Guest et al. (2020) teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya 

sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan (user). 

Sinyal yang diberikan perusahaan dapat berupa sinyal baik (good news) atau si 

teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan 

sinyal kepada pengguna laporan keuangan (user) sinyal buruk (bad news). Sinyal 

baik menunjukkan tindakan manajemen yang sejalan dengan kepentingan user 

maupun informasi lain yang menyatakan bahwa laba perusahaan dalam keadaan 

baik dan juga terprediksi di masa yang akan datang. Investor akan tertarik untuk 

menanamkan modalnya. Sebaliknya jika sinyal buruk tercermin dari informasi 

perusahaan maka investor akan beralih ke perusahaan lain yang memiliki 

informasi lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu (Connelly et al., 2011). 



18  
 

Teori sinyal yang dilakukan manajer untuk mengurangi asimetri informasi 

melalui laporan keuangan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat 

waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk 

mengambil keputusan investasi (Yassar et al., 2020). Teori ini juga meberikan 

sinyal untuk mencegah perusahaan melakukan tindakan manajemen laba seperti 

menyajikan laba serta aktiva yang tidak overstate (Abdalla et al., 2018). Upaya 

lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi praktik manajemen laba riil 

dengan monitoring. Salah satunya dengan melakukan audit laporan keuangan 

secara berkala, terutama oleh auditor eksternal (Rahma, 2020). Tujuan utama 

audit laporan keuangan untuk mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan pada 

laporan keuangan yang akan memberikan dampak material. Audit laporan 

keuangan juga dapat mengurangi informasi asimetri yang ada antara pengelola 

perusahaan dan stakeholders (Widyasari et al., 2018). Teori sinyal pada penelitian 

ini sebagai grand theory variabel dependen yakni manajemen laba. 

2.1.2 Teori Agensi (Agency Theory) 

 

Teori agensi diprakarsai oleh Ross (1973) yang kemudian diperluas definisnya 

oleh (Jansen dan Meckling, 1976). Jansen dan Meckling (1976) mendefinisikan 

teori keagenan sebagai hubungan antara manajemen bisnis (agent) dan pemegang 

saham (prinsipal). Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa “teori agensi 

menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya 

mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas 

mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu 

menghindari resiko (risk averse)”. 



19  
 

Dalam hubungan keagenan terdapat perjanjian kerja (kontrak) di mana satu 

orang atau lebih (prinsipal) mengatur orang lain (agent) untuk melakukan layanan 

atas nama prinsipal dan agent yang berwenang untuk memberikan keputusan yang 

terbaik bagi pemegang saham. Teori keagenan menyatakan bahwa antara 

manajemen dan pemilik memiliki kepentingan yang berbeda (Jansen dan 

Meckling, 1976). Pemegang saham sejatinya juga memainkan peran vital dalam 

perusahaan dan karenanya kepentingan mereka tidak bisa dipandang sebelah mata 

(Amidu et al., 2019). 

Ketika agent dan principal memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, 

maka konflik kepentingan antar keduanya tidak dapat dihindari. Benturan 

kepentingan semakin meningkat karena pemegang saham tidak dapat memantau 

aktivitas sehari- hari manajer untuk memastikan bahwa manajer bertindak seperti 

yang diharapkan oleh pemegang saham. Manajer yang terlibat langsung dengan 

kegiatan perusahaan, memiliki lebih banyak informasi daripada pemegang saham. 

Inilah yang disebut asimetri informasi. Konflik kepentingan dan asimetri informasi 

dapat mendorong agen untuk tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya 

kepada prinsipal dan dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Laporan 

keuangan yang dibuat mungkin tidak relevan dan tidak netral karena laporan 

keuangan untuk kepentingan agen. Kondisi ini cenderung dimanfaatkan agen 

untuk melakukan tidakan yang tidak semestinya (manipulasi). 

Menurut Yusof (2016) mengemukakan bahwa auditor sebagai salah satu pihak 

yang mampu menjembatani kepentingan pihak pemegang saham (principal) 

dengan kepentingan pihak manajemen (agent) dalam mengelola keuangan 
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perusahaan. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku manajer (agent) 

apakah sudah bertindak dengan tepat sesuai dengan keinginan pemilik atau 

pemegang saham (principal). Auditor melakukan fungsi monitoring pekerjaan 

manajer melalui sebuah sarana yaitu laporan tahunan. Data perusahaan akan lebih 

mudah dipercaya oleh investor dan pengguna laporan keuangan yang 

mencerminkan kinerja perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan telah 

mendapat pernyataan wajar dari auditor (Kazemiana dan Zuraidah, 2015). Teori 

agensi pada penelitian ini sebagai teori yang menjelaskan variabel independen 

yakni pajak kini, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan dan variabel 

moderasi yakni perencanaan pajak. 

2.1.3 Pajak Kini 

 

Salah satu faktor yang dapat memperngaruhi perusahaan melakukan 

manajemen laba adalah pajak kini (Mansyur et al., 2017). Menurut Fajarwati et al. 

(2020), beban pajak kini menyatakan bahwa apa yang dilaporkan dalam SPT sama 

dengan jumlah pajak kini. Beban pajak kini (current tax) dihitung dengan 

mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif (Suandy, 2016:6). PPh terutang 

(payable) tersebut dilunasi atas pada satu periode (Dwi et al., 2017). Berdasarkan 

PSAK 46, beban pajak (tax expense) terdiri dari beban pajak kini (current tax 

expense) dan beban/penghasilan pajak tangguhan (defferent tax expense/income). 

Pajak kini dibagi dengan dua kelompok yaitu pajak penghasilan yang 

pengenaanya bersifat final dan pajak penghasilan yang pengenaanya bersifat tidak 

final. Pajak kini yang bersifat final dihitung berdasarkan tarif PPh final dikali 

dengan penghasilan bruto yang dikenakan PPh final, sedangkan pajak kini yang 
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bersifat tidak final dihitung berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh dikalli penghasilan 

kena pajak (Hidayat, 2018). 

Dwi et al. (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa manager 

cenderung menghindari pembayaran pajak kini yang terlalu tinggi. Manager 

cenderung melaporkan laba usaha tidak sesuai dengan kondisi perusahaan 

sehingga memberikan peluang yang besar bagi manajer untuk melakukan 

manajeman laba. Hasil penilitian Wijaya et al. (2017) dan Amanda dan Febrianti 

(2015) menemukan bahwa beban pihak kini berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 

2.1.4 Aset  Pajak Tangguhan 

 

Aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu 

menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi 

komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-Undang Pajak 

(Waluyo, 2014:107). Perbedan temporer dapat timbul dari perbedaan aturan 

pelaporan masing-masing sistem tetapi dapat juga karena GAAP memberikan 

kebebasan yang lebih besar pada manajer dalam menentukan jumlah pendapatan 

dan beban untuk masing-masing periode dibandingkan dengan aturan perpajakan 

(Rassang, 2020). 

Nilai yang tercatat pada aset pajak tangguhan harus diperhatikan ulang pada 

tanggal neraca. Jika laba fiskal tidak memungkinkan untuk mengkompensasi 

semua atau sebagian aktiva pajak tangguhan sebuah perusahaan harus 

menurunkan nilai yang tercatat. Jika besar kemungkinan laba fiskal memadai 

penuruna ini harus disesuaikan (Memory dan Tipa, 2020). Berlakunya PSAK 
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No.46 memberi syarat bagi pihak manajer dalam menilai ataupun mengakui 

kembali aset pajak tangguhan yang bisa disebut pencadangan nilai aset pajak 

tangguhan. Peraturan tersebut bisa memberi keleluasaan manajemen untuk 

memberi tanda ada atau tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan untuk 

menghindari kerugian penurunan laba (Kourdoumpalou, 2017). 

2.1.5 Kewajiban Pajak Tangguhan 

 

Kewajiban pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang 

terutang untuk periode yang akan datang sebagai akibat perbedaan perbedaan 

temporer yang menyebabkan adanya koreksi negatif yang berakibat beban pajak 

menurut akuntansi komersial lebih besar dibanding beban pajak (Waluyo, 

2014:272). Dalam laporan neraca kewajiban pajak tangguhan akan disajikan 

sebagai hutang jangka pendek (current liabilities) dan dalam laporan laba rugi 

beban pajak tangguhan akan menambah beban pajak kini (Gunawan, 2019). 

Untuk kepentingan internal dan kepentingan lainnya, Wajib Pajak dapat 

menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan perhitungan 

pajak pembayaran harus berdasarkan peraturan perpajakan, dalam hal ini UU PPh 

dan peraturan terkait lainnya. Menurut Rassang (2020), perbedaan tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan tetap/perbedaan sementara dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Selisih tetap adalah selisih yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan 

pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan 

seperti ada beberapa penghasilan tidak objek pajak sedangkan secar komersial 
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penghasilan tersebut diakui sebagai pengasilan. Perbedaan ini menyebabkan 

perbedaan jumlah laba bersih sebelum pajak (komersial) dengan Penghasilan 

Kena Pajak secara permanen. 

2. Selisih waktu/perbedaan temporer adalah perbedaan yang disebabkan oleh 

perbedaan waktu dan cara pengakuan penghasilan dan beban tertentu 

berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan ini terjadi 

berdasarkan ketentuan peraturan Undang-undang Perpajakan merupakan 

penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi 

terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya : 

a. Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus. 

b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan rata-rata. 

c. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk Perusahaan 

Pertambangan, Leasing, Perbankan dan Asuransi. 

d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri 

Perkonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank 

Indonesia. Lainnya. 

2.1.6 Amnesti Pajak 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak 

adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara 

mengungkap harta yang belum diungkapan dalam SPT Tahunan. Pembayaran 

pajak yang terutang dalam program amnesti pajak dikenai tarif pajak yang lebih 

rendah (Ulfanur et al., 2016). Banyak orang kaya di Indonesia memarkir uangnya 
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di luar negeri untuk menghindari pajak kewajiban (Tundjung dan Haryanto, 

2015). Tujuan dari pengampunan pajak itu sendiri adalah: 

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui 

pengalihan harta yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas 

domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan 

peningkatan investasi; 

2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih 

berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, 

komprehensif, dan terintegrasi; dan 

3. Meningkatkan penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan 

(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016). 

Setelah Wajib Pajak mengungkap hartanya, Wajib Pajak harus membayar 

uang tebusan (Kurniawati, 2017). Besarnya uang tebusan dibedakan besarannya 

sesuai kriteria deklarasi atau repatriasi dalam tiga periode yang berbeda 

sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 

 

Tarif Uang Tebusan Setiap Periode 

 

 
 

Periode Penyampaian 

Permohonan 

Pengungkapan Harta yang 

Dialihkan ke dan atau 

berada di NKRI 

(termasuk Repatriasi) 

Berada di luar negeri dan 

tidak dialihkan ke dalam 

NKRI 

Periode 1 (1 Juli 2016 – 

 

30 September 2016) 

 

2% 
 

4% 
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Periode 2 (1 Oktober 

 

2016-31 Desember 2016) 

 

3% 
 

6% 

Periode 3 (1 Januari 

 

2017-31 Maret 2017 

 

5% 

 

10% 

Sumber : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 

 

Kebijakan amnesti pajak memang selalu menjadi fenomena yang menarik di 

suatu negara, khususnya di Indonesia. Pemerintah menganggap bahwa pemilik 

perusahaan yang berpartisipasi dalam program amnesti pajak sebagai indikasi 

bahwa perusahaan mereka mungkin melakukan penghindaran pajak, meskipun 

tidak ada bukti formal dari perilaku penghindaran pajak tersebut (Geraldina dan 

Jasmine, 2019).  

Secara khusus, teori keagenan menjadi salah satu teori yang dipercaya dapat 

menjelaskan dampak dari fenomena amnesti pajak. Pandangan teori agensi 

dipengaruhi akibat timbulnya konflik kepentingan antara agen (manajemen 

perusahaan) dengan fiskus. Perusahaan tertarik untuk mengikuti pengampunan 

pajak karena akan memperoleh penghapusan/pengurangan sanski pajak yang 

ditanggungnya. Namun, disisi lain, fiskus dapat merasakan adanya kekurangan 

informasi akan harta yang dilaporkan oleh perusahan untuk mengikuti 

pengampunan pajak (Rica dan Trisnawati, 2018). 

2.1.7 Manajemen Laba Riil 

 

Roychowdhury (2006) mendefinisikan manajemen laba riil sebagai berikut 

“management actions that deviate from normal business practice, undertaken with 

the primary objective of meetings certain earnings thresholds.”. Dengan kata lain 
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bahwa campur tangan manager dalam proses pelaporan keuangan tidak hanya 

melalui metode-metode atau estimasi-estimasi akuntansi saja tetapi juga dapat 

dilakukan melalui keputusan-keptusan yang berhubungan dengan kegiatan 

operasional. Lebih lanjut, manager juga memiliki insentif untuk memanipulasi 

aktivitas-aktivitas riil selama tahun berjalan untuk memenuhi target laba (Abdalla 

et al., 2018). Manipulasi aktivitas-aktivitas riil tersebut disebut manajemen laba 

riil. Manajemen laba riil adalah tindakan-tindakan manajemen yang menyimpang 

dari praktek bisnis normal yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai 

target laba. Manajemen laba riil dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: 

1. Manipulasi Penjualan 

 

Manipulasi penjualan merupakan usaha untuk meningkatkan penjualan 

secara temporer dalam periode tertentu dengan menawarkan diskon harga produk 

secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak. Strategi 

ini dapat meningkatkan volume penjualan dan laba periode saat ini, dengan 

mengasumsikan marginnya positif. Namun pemberian diskon harga dan syarat 

kredit yang lebih lunak akan menurunkan aliran kas periode saat ini. 

2. Penurunan beban-beban diskresionari 

 

            Perusahaan dapat menurunkan discretionary expenditures seperti beban 

penelitian dan pengembangan, iklan, penjualan, adminstrasi dan umum terutama 

dalam periode di mana pengeluaran tersebut tidak langsung menyebabkan 

pendapatan dan laba. Strategi ini dapat meningkatkan laba dan arus kas periode 

saat ini namun dengan resiko menurunkan arus kas periode mendatang. 
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3. Produksi yang Berlebihan 

 

Untuk meningkatkan laba, manajer perusahaan dapat memproduksi lebih 

banyak daripada yang diperlukan dengan asumsi bahwa tingkat produksi yang 

lebih tinggi akan menyebabkan biaya tetap per unit produk lebih rendah. Strategi 

ini dapat menurunkan kos barang terjual (cost of goods sold) dan meningkatkan 

laba operasi. 

Roychowdhury (2006) menunjukkan para eksekutif keuangan lebih memilih 

untuk memanipulasi laba melalui aktivitas riil daripada aktivitas akrual. Motivasi 

tindakan manajemen laba riil sebagai berikut: 

1. Manipulasi akrual cenderung membuat para audior melakukan pemeriksaan 

dengan cepat daripada manipulasi aktivitas riil. Hal ini menunjukkan bahwa 

auditor kurang memberikan perhatian terhadap aktivitas-aktivitas riil yang 

dimanipulasi oleh managemen. 

2. Manipulasi akrual hanya mengandalkan akrual diskresioner yang dilakukan 

pada akhir tahun. Resiko yang timbul akibat manipulasi akrual yaitu jumlah 

laba yang perlu dimanipulasi lebih besar daripada akrual diskresioner sehingga 

kemampuan manager memanipulasi laba terbatas dan target laba tidak 

tercapai. Manager dapat mengurangi resiko ini dengan memanipulasi aktivitas 

riil selama tahun berjalan. 

2.1.8 Perencanaan Pajak  

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam tindakan manajemen 

pajak (Gede dan Dharma, 2017). Perencanaan pajak (tax planning) adalah 

meminimalkan kewajiban perpajakan serendah-rendahnya dimungkinkan dengan 
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memanfaatkan peraturan yang ada (Mulyani et al., 2018). Perencanaan pajak sama 

sebagai penghindaran pajak karena keduanya bersifat intrinsik secara ekonomi 

berusaha memaksimalkan pendapatan setelah pajak, karena pajak adalah 

keuntungan beban pengurangan yang tersedia, baik untuk dibagikan pemegang 

saham dan untuk diinvestasikan kembali (Bunaca dan Nurdayadi, 2019). Menurut 

(Zsazya, 2019), perencanaan pajak dibagi menjadi dua: 

1. Perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan peraturan perpajakan 

Indonesia. Wajib Pajak badan yang hanya mempunyai usaha atau 

bertransaksi antar perusahaan di Indonesia saja. 

2. Perencanaan pajak internasional biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak 

badan yang memiliki usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri 

sehingga harus memperhatikan Hukum Domestik dan tax treaty dari 

negara yang bersangkutan. 

Menurut Suandy (2016:12) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu 

perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu: 

1. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy) 

 

Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang 

hendak dituju dalam sistem perpajakan. 

2. Undang-undang Perpajakan (Tax Law) 

 

Berdasarkan fakta yang ada membuktikan bahwa dimanapun dan kapanpun tidak 

ada undang-undang yang bisa mengatur setiap permasalahan dengan baik. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaanya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, 

seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, 
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dan Keputusan Dirjen Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut 

bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan 

kepentingan pembuatan kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin 

dicapainya. Akibatnya, terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis 

kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. 

3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration) 

 

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan administrasi perpajakannya. Hal ini mendorong perusahaan untuk 

melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi 

administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat 

fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan 

sistem informasi yang belum selektif. 

2.1.9 Leverage 

Definisi leverage, menurut Gunawan (2015), menyatakan bahwa leverage 

adalah jumlah kewajiban yang digunakan perusahaan untuk mendanai perusahaan 

untuk kegiatan operasionalnya. Rasio leverage menunjukkan perbandingan dana 

yang dipinjam dari kreditur dibandingkan dengan dana yang disediakan oleh 

pemiliknya. Rasio leverage yang besar menunjukkan tingkat ketergantungan 

perusahaan terhadap pihak eksternal atau kreditur dan beban biaya hutang juga 

semakin besar (Destiana et al., 2020). Penelitian (Khotimah., 2014; Kisno dan 

Istianingsih, 2016; Geraldina dan Jasmine, 2019;  Widiatmoko dan Mayangsari, 

2016; Annisa dan Nelly, 2019; Setyawan dan Harnovinsah, 2015) menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, 
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sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Destiana et al., 2020; Fajarwati et 

al., 2020) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Manfaat rasio leverage bagi manajemen perusahaan adalah untuk mengukur 

kinerja perusahaan untuk memperoleh laba yang dimanfaatkan (Annisa, 2018). 

Ada tiga hal penting dalam penggunaan leverage menurut (Brigham dan Houston, 

2011:152) yang menyatakan bahwa: 

1. Mendapatkan dana dari utang memungkinkan pemegang saham untuk terus 

mengawasi perusahaan dengan investasi terbatas. 

2. Untuk memberikan perlindungan marjin, kreditur sangat memperhatikan modal 

atau modal disetor pemilik perusahaan. 

3. Jika perusahaan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dari nilai 

investasi. 

2.1.10 Corporate Governance 

Pemisahan kepemilikan dan pengendalian oleh agen prinsipal dalam suatu 

perusahaan cenderung menyebabkan konflik keagenan antara prinsipal dan agen. 

Motivasi bonus kompensasi mendorong manajemen untuk memanipulasi angka-

angka akuntansi yang ada dalam keuangan pernyataan. (Watts dan Zimmerman, 

1990) menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan angka akuntansi yang 

diharapkan meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan. 

Laporan keuangan digunakan untuk akuntabilitas kinerja agen. 

Laporan keuangan juga merupakan sarana bagi prinsipal untuk menilai 

mengukur dan memantau sejauh mana badan tersebut bekerja untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan sebagai dasar dalam menentukan besarnya ganti rugi yang akan 
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diterima oleh agen. Salah satu mekanisme yaitu diharapkan untuk mengendalikan 

biaya instansi adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan (corporate 

governance). Menurut Forum untuk Perusahaan di Indonesia (FCG1) (2000), 

corporate governance adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan dan pemegang 

kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan. Corporate governance merupakan prinsip-prinsip yang mendasari 

proses dan mekanisme manajemen perusahaan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan etika bisnis. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-

prinsip corporate governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan seluruh 

perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan 

keadilan diperlukan untuk mencapai bisnis keberlanjutan perusahaan dengan 

memperhatikan pemangku kepentingan.  

Manipulasi aktivitas nyata adalah praktik yang menyimpang dari operasi 

normal perusahaan yang dimotivasi oleh keinginan manajer untuk menyesatkan 

pemegang saham. Penerapan corporate governance diharapkan dapat mengatasi 

masalah keagenan ini. Motivasi penelitiannya adalah bagaimana manajemen laba 

riil dapat diminimalkan dengan corporate governance yang ditandai dengan 

adanya komite audit ahli akuntansi, komite audit, rapat komite audit, dewan 

direksi, komisaris independen, manajerial kepemilikan, kepemilikan institusional 

(Kurnia dan Pradipta, 2016). 
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2.1.11 Nilai Perusahaan 

Perusahaan-perusahaan saat ini saling bersaing agar menjadi perusahaan yang 

berkompeten diantara perusahaan lain. Sari dan Priyadi (2016), mengungkapkan 

nilai perusahaan bagian dari persepsi investor terhadap perusahaan terkait harga 

saham, semakin tinggi nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi 

pemegang saham. 

Li et al. (2017) menyatakan bahwa manajemen sering kali menggunakan 

manajemen laba untuk memaksimalkan kepentingannya dalam lingkup kebijakan 

legal dan akuntansi. Manajemem laba untuk jangka pendek kemungkinan akan 

meningkatkan nilai perusahaan akan tetapi menurunkan nilai perusaaan dalam 

jangka panjang. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Variabel Independen                    Variabel Moderasi                  Variabel Dependen 

 

 

 

 H1 (+) 

      H2 (+)  

  

      H3 (+) 

       H5 (+)    

    

 

         H6 (+)     H7 (+)                  

              H4 (+) 

 

 

 

 
Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

Sumber : Diolah Penulis (2021) 

Pajak Kini (CT) 

Aset Pajak 

Tangguhan 

(DTA) 

Kewajiban 

Pajak 

Tangguhan 

(DTE) 
 

Manajemen 

Laba Riil 

(REM) 

Perencanaan Pajak 

(TRR) 

Leverage (DER) 
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Manajemen laba riil merupakan variabel dependen yang diprediksi 

dipengaruhi secara positif oleh 3 (dua) variabel independen yaitu pajak kini, aset 

pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Pengaruh yang muncul dari 

ketiga variabel tersebut diprediksi diperkuat oleh perencanaan pajak sebagai 

pemoderasi dan menggunakan variabel kontrol leverage. 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

 

2.3.1 Pengaruh Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba Riil 

Variabel pajak kini ada kaitannya terhadap teori agensi dengan asumsi sifat 

manusia risk averse yang memiliki arti manajer selalu menghindari resiko. 

Menejer cenderung menghindari resiko pembayaran beban pajak yang tinggi. 

Teori agensi menyatakan bahwa dalam meminimalkan tingkat kesalahan 

informasi, diperlukan pengawasan langsung sehingga menjadi bukti lemahnya 

pengawasan dari prinsipal. Menurut Natalia (2017), tingginya motivasi 

manajemen untuk melakukan manajemen laba, akan menyebabkan perbedaan 

antara laba akuntansi dengan laba perpajakan. 

Beban Pajak Kini adalah jumlah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 

yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan 

tarif pajak (Setia et al., 2020). Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya 

perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar 

akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Amanda dan Febrianti, 

2015). Dalam beberapa hal, Wajib Pajak mempunyai kebebasan di dalam 

membuat kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan penentuan saat 

pengakuan pendapatan dan biaya, meskipun kebijakan akuntansi yang telah 
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ditetapkan harus diterapkan secara taat asas atau konsisten dari tahun ke tahun 

(Junery, 2016). 

Ketika beban pajak kini tinggi maka akan menurunkan laba perusahaan 

sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi manajer untuk melakukan 

manajemen laba. Sebaliknya ketika beban pajak kini rendah maka akan 

menaikkan laba perusahaan sehingga memberikan peluang yang lebih kecil bagi 

manajer untuk melakukan manajemen laba (Mansyur et al., 2017). 

Setia et al. (2020); Warsono (2017); Mansyur et al. (2017); Annisa (2018); 

Junery (2016); Amanda dan Febrianti (2015) mampu membuktikan bahwa pajak 

kini berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmi dan Hasan (2019); Fajarwati et al. (2020); Wijaya et al. (2017); Natalia 

(2017) membuktikan bahwa pajak kini berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hipotesis pertama dalam penelitian 

ini adalah:  

H1: Pajak kini berpengaruh positif terhadap manajemen laba riil. 

2.3.2 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Riil 

Perbedaan positif antara akuntansi laba dan laba fiskal membuat koreksi 

positif menghasilkan aset pajak tangguhan (Widiatmoko dan Mayangsari, 2016). 

Aset pajak tangguhan diakui secara keseluruhan perbedaan temporer yang boleh 

dikurangi, selama kemungkinan besar itu bersifat sementara selisihnya dapat 

digunakan untuk mengurangi laba fiskal di masa depan. PSAK No. 46 

menyatakan bahwa nilai aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada setiap 

akhir periode pelaporan, sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk 
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meninjau dan menentukan nilai baru aset pajak tangguhan, yang bersifat subjektif. 

Fleksibilitas penilaian aset pajak tangguhan akan memberikan kesempatan 

bagi manajer untuk memanipulasi ini nilai untuk kepentingannya sendiri 

(Warsono, 2017). Hal ini sejalan dengan teori agensi pada asumsi sifat manusia 

self interest artinya manajer akan bertindak sebagai agen untuk memaksimalkan 

kebutuhannya. Menurut Rahma (2020), nilai aset pajak tangguhan yang lebih 

tinggi, akan meminimalkan utang pajak di masa depan. Kemudian, pada akhirnya 

akan meningkatkan keuntungan perusahaan di masa depan, sehingga manajer 

akan mendapat penilaian yang baik dari pemegang saham dan mendapatkan 

kompensasi atas kinerjanya. Alasan ini sejalan dengan penelitian Warsono 

(2017); Rassang (2020); Timuriana et al. (2015); Machdar dan Nurdiniah (2021); 

Rahma (2020) yang membuktikan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba. Tidak sejalan dengan kelima penelitian tersebut, 

Widiatmoko dan Mayangsari (2016); Nuning et al. (2019); Setia et al. (2020); 

Fajarwati et al. (2020) menyebutkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hipotesis 

kedua dalam penelitian ini adalah: 

H2: Aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

riil. 

2.3.3 Pengaruh Kewajiban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba 

Riil 

      Praktik manajemen laba dilandasi oleh teori agensi yang menyebabkan 

adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal. 
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Menurut Annisa (2018) asimetri informasi terjadinya karena perbedaan 

kepentingan agen dan prinsipal sehingga agen menyembunyikan informasi yang 

tidak diketahui oleh prinsipal dan menyajikan informasi yang tidak relevan. 

Kondisi ini didukung oleh adanya kebebasan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) 

kepada perusahaan dalam memilih metode akuntansi untuk menyusun laporan 

keuangan komersial sedangkan untuk laporan keuangan fiskal disusun 

berdasarkan aturan perpajakan yang tidak memberikan kebebasan kepada 

manajemen untuk memilih metode akuntansi. Dengan begitu perusahaan dapat 

mengatur besar kecilnya laba akuntansi melalui beban pajak tangguhan (Junery, 

2016). 

Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen 

laba dengan melihat hasil koreksi fiskal berupa koreksi negatif (Negara dan 

Suputra, 2017). Koreksi negatif adalah kondisi di mana pendapatan menurut fiskal 

lebih kecil dari komersial. Inilah yang menyebabkan peningkatan dalam 

kewajiban pajak tangguhan di neraca (Nuning et al., 2019). 

Dalam penelitian Mulyani et al. (2018); Destiana et al. (2020); Soliman dan 

Ali (2020); Timuriana et al. (2015); Negara dan Suputra (2017); Machdar dan 

Nurdiniah (2021); Kisno dan Istianingsih (2016); Rahma (2020); Wijaya et al. 

(2017); Annisa (2018) menunjukkan bahwa kewajiban pajak tangguhan memiliki 

pengaruh positif terhadap manajemen laba. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 

beban pajak tangguhan maka kemungkinan perusahaan melakukan laba 

manajemen akan meningkat, dan sebaliknya. Hal tersebut tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan dilakukan Alfian dan Nuryadi (2019); Nuning et al. 
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(2019); Setia et al. (2020); Rassang (2020); Amanda dan Febrianti (2015); Rahmi 

dan Hasan (2019); Dwi et al. (2019); Fadillah (2020); Setyawan dan Harnovinsah 

(2015) yang menunjukkan bahwa kewajiban pajak tangguhan memiliki pengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hipotesis 

ketiga dalam penelitian ini adalah: 

H3: Kewajiban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba riil. 

2.3.4 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Riil 

Variabel perencanaan pajak berkaitan dengan teori agensi managerial 

extraction yaitu pembenaran atas perilaku oportinistik manajer memanipulasi laba 

atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai yang memunculkan kesempatan 

bagi manajemen untuk menutupi informasi yang buruk dan menyesatkan 

stakeholders. Aktivitas perencanaan pajak dapat dilakukan dengan melakukan 

pengurangan pajak secara ekplisit (Saputra, 2020). 

Perencanaan pajak dapat dijelaskan sebagai upaya manajemen dalam 

meminimalkan pembayaran pajak selama masih dalam aturan perpajakan yang 

berlaku. Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik akan berdampak 

signifikan terhadap penurunan laba melalui kewajiban perpajakan (Alfian dan 

Nuryadi, 2019). 

Perencanaan pajak terkait dengan pelaporan laba perusahaan. Keuntungan 

yang tinggi juga akan menghasilkan beban pajak yang tinggi. Perencanaan dan 

manajemen laba saling terkait satu sama lain, karena keduanya memiliki tujuan 

yang sama yaitu mencapai target profit dengan angka laba rekayasa dalam laporan 
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keuangan (Nuning et al., 2019). 

Penelitian sebelumnya Purnamasari (2019); Mei (2019); Memory dan Tipa 

(2020); Negara dan Suputra (2017); Alfian dan Nuryadi (2019); Nuning et al. 

(2019); Rahmi dan Hasan (2019); Ika et al. (2016); Annisa (2018) yang 

menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba artinya tindakan perencanaan pajak yang tinggi maka peluang perusahaan 

untuk melakukan manajemen laba semakin besar. Namun, berbeda dengan hasil 

penelitian Mulyani et al. (2018); Widiatmoko dan Mayangsari (2016); Warsono 

(2017); Setyawan dan Harnovinsah (2015); Khotimah (2014) yang menunjukkan 

bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hipotesis keempat dalam penelitian ini 

adalah: 

H4: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba riil. 

 

2.3.5 Perencanaan Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Kini Terhadap 

Manajemen Laba Riil 

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya 

untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenamya perusahaan 

juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak 

investor melalui penjualan saham perusahaan (Junery, 2016). Status perusahaan 

yang sudah go public umumnya cenderung high profile dari pada perusahaan yang 

belum go public. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen 

termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik 

mungkin. Oleh karena itu, pajak kini dan pajak tangguhan yang merupakan unsur 
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pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan 

oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk 

mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan (Baraja et al., 2019). 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hipotesis kelima dalam penelitian ini 

adalah: 

H5: Perencanaan pajak memoderasi hubungan antara pajak kini terhadap 

manajemen laba riil. 

2.3.6 Perencanaan Pajak Memoderasi Pengaruh Aset Pajak Tangguhan 

Terhadap Manajemen Laba Riil 

Manajemen dituntut untuk mengelola dan meningkatkan kinerja operasional 

perusahaan menjadi lebih baik agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. 

Tidak hanya itu, menurut Saputra (2020) peningkatan kinerja pengelolaan 

keuangan yang baik juga sangat diperlukan, artinya berbagai kebijakan dalam 

pengelolaan keuangan harus dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan 

bisnis dan hal ini ditunjukkan dengan besarnya keuntungan yang dicapai oleh 

suatu perusahaan. Situasi semacam ini biasanya mendorong manajer untuk 

melakukan perilaku menyimpang dalam menyajikan dan melaporkan informasi 

laba yang dikenal dengan praktik manajemen laba (Rassang, 2020). 

Dalam melakukan manajemen laba, manajemen akan dihadapkan pada kondisi 

di mana jika laba dinaikkan maka akan mencerminkan kinerja perusahaan yang 

baik, namun di sisi lain juga akan berdampak pada kenaikan pajak penghasilan 

badan. Dalam kasus penerimaan pajak antara pemerintah dan Wajib Pajak badan, 

khususnya yang mereka miliki perspektif yang berbeda. Pemerintah 



40  
 

mengharapkan peningkatan pendapatan dari pajak penghasilan, sedangkan badan 

usaha meminimalkan beban pajak perusahaan, dengan cara melakukan 

perencanaan pajak. Perencanaan pajak mengacu pada proses meminimalkan beban 

pajak namun tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Tundjung and 

Haryanto, 2015). 

Perhitungan besarnya pajak penghasilan disebabkan oleh adanya selisih 

pengakuan pendapatan dan beban antara komersial dan fiskal. Perbedaan tersebut 

harus dicatat dan tercermin dalam laporan keuangan komersial, dalam akun pajak 

tangguhan baik aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan 

(Rahma, 2020). Aktiva yang terdapat dalam neraca perusahaan ini dapat 

digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak sehingga sehingga dapat 

mengurangi pajak yang dikenakan pada perusahaan. Apabila aktiva pajak 

tangguhan tinggi, maka tindakan manajemen laba akan berkurang (Machdar dan 

Nurdiniah, 2021). Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hipotesis keenam dalam 

penelitian ini adalah: 

H6: Perencanaan pajak Pajak memoderasi hubungan antara aset pajak 

tangguhan terhadap manajemen laba riil. 

2.3.7 Perencanaan Pajak Memoderasi Pengaruh Kewajiban Pajak 

Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Riil 

Informasi yang terkandung dalam keuangan pernyataan sering direkayasa oleh 

manajemen untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan juga untuk 

kepentingan mereka sendiri atau dikenal dengan istilah manajemen laba 

(Serdarevic dan Muratovic, 2021). Ada beberapa metode yang digunakan untuk 
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menguji manajemen laba dan manajemen laba sering terkait dengan perencanaan 

pajak dan kewajiban pajak tangguhan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak 

seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan fiskal, tetapi 

sebenarnya perusahaan juga keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari 

investor melalui penjualan setiap saham (Purnamasari, 2019). Oleh karena itu, 

pajak yang merupakan pengurangan keuntungan yang tersedia untuk dibagikan 

dengan investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan dicari oleh manajemen 

untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah pendapatan perusahaan laba 

bersih (Mulyani et al., 2018). Dalam hal ini, ada indikasi manajemen melakukan 

manajemen laba dalam proses perencanaan pajak, serta beban pajak tangguhan 

merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

praktik manajemen laba (Serdarevic dan Muratovic, 2021). 

Suandy (2016:6) menjelaskan bahwa jika tujuan perencanaan pajak adalah 

untuk merekayasa sehingga beban pajak dapat dikurangi serendah mungkin 

dengan memanfaatkan regulasi yang ada namun berbeda untuk tujuan pembuatan 

Undang-Undang, maka perencanaan pajak berusaha untuk memaksimalkan 

pendapatan setelah pajak karena pajak adalah pengurangan keuntungan yang 

tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham dan untuk diinvestasikan 

kembali. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hipotesis ketujuh dalam 

penelitian ini adalah: 

H7: Perencanaan pajak memoderasi hubungan antara kewajiban pajak 

tangguhan terhadap manajemen laba riil. 
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BAB III 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Desain penelitian ini ialah penelitian kuantitatif di mana pengamatannya 

mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh pajak 

kini, aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan terhadap manajemen 

laba riil dengan perencanaan pajak sebagai pemoderasi diperiksa dalam studi ini, 

yang melibatkan perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di IDX-

IC sebagai kerangka sampling. Unit analisis penelitian saat ini adalah pada tingkat 

organisasi yang diwakili oleh pemilik-manajer, karena individu-individu ini 

memiliki peran penting dalam tindakan manajemen laba riil. Mereka adalah 

orang-orang yang memiliki pengetahuan terbaik tentang keuangan urusan 

perusahaan mereka (Abdalla et al., 2018). 

Sifat dari penelitian ini berbentuk pengujian hipotesis. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan 

properti dan real estate sesuai variabel yang diperlukan dalam penelitian dan telah 

go public di IDX-IC selama tahun 2013 sampai 2019. Data tersebut akan diperoleh 

dari situs resmi IDX pada https://www.idx.co.id/. Penelitian ini juga 

menggunakan data cross section. Tahapan analisis menggunakan estimasi model 

berupa common effect atau Pooled Least Square (PLS) yang dilakukan dengan Uji 

Chow. Hal ini dikarenakan estimasi model common effect merupakan pendekatan 

model data yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time 

series dan cross section. Pada model ini diasumsikan bahwa perilaku data 

https://www.idx.co.id/
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perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Hipotesis nol pada uji ini adalah 

bahwa intersep sama atau dengan kata lain model yang tepat untuk model regresi 

adalah common effect (Nadhifah dan Abubakar, 2020). 

3.2 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel 

 

3.2.1 Populasi dan Sampel 

 

Menurut Sugiyono (2016:80), populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas yang dipilih 

peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulan atas hipotesis. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di 

IDX-IC selama tahun 2013-2019. 

Sampel merupakan sebagian dari ciri atau karakteristik yang dimiliki dari 

populasi (Nurdin et al., 2016:95). Teknik pengambilan sampel adalah metode 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016:85) purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Berdasarkan purposive sampling, sampel yang dipilih adalah 44 perusahaan pada 

periode 2013-2015 dan 2017-2019 (6 tahun pengamatan) atau sebanyak 264 data 

perusahaan. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

Pemilihan sampel diseleksi melalui metode purposive sampling dengan target 

untuk mendapatkan sampel yang bersifat representatif berdasarkan penentuan 

kriteria. Adapun beberapa kriteria perusahaan properti dan real estate yang 

diperlukan dalam penelitian ini: 

1. Perusahaan yang terdaftar di IDX-IC tahun 2013-2019, 
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2. Perusahaan bukan BUMN karena tidak terindikasi melakukan perencanaan 

pajak, 

3. Perusahaan yang tidak mengalami pembubaran 

(merger/delisting/relisting), 

4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian,  

5. Perusahaan memiliki data lengkap, dan 

6. Perusahaan yang melakukan amnesti pajak berdasarkan Laporan 

Keuangan 2016. 

3.3 Operasionalisasi Variabel dan Instrumen 

 

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yakni variabel independen, 

variabel dependen dan variabel moderasi. Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah pajak kini, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan dan 

amnesti pajak, variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba riil, 

serta perencanaan pajak sebagai pemoderasi. Definisi operasional dari variabel-

variabel tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

3.3.1 Analisis Variabel  Independen 

 

Variabel independen merupakan bentuk variabel yang mempengaruhi atau 

menyebabkan adanya perubahan pada variabel dependen Sugiyono (2016:39). 

Variabel independen pada penelitian penulis adalah pajak kini, aset pajak 

tangguhan, kewajiban pajak tangguhan dan amnesti pajak. 

3.3.1.1 Pajak Kini 

 

Menurut Waluyo (2014:272), beban pajak kini menyatakan bahwa apa yang 

dilaporkan dalam SPT sama dengan jumlah pajak kini. Penghasilan kena pajak 
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diperoleh dari perhitungan laba akuntansi atau laba komersial (Rahmi dan Hasan, 

2019). Laba akuntansi dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan 

menghasilkan laba fiskal. Laba fiskal dikalikan dengan tarif pajak, kemudian 

dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Annisa, 2018). Variabel 

independen pajak kini menggunakan proksi current tax, sama dengan proksi yang 

digunakan oleh penelitian (Amanda dan Febrianti, 2015; Warsono, 2017; Setia et 

al., 2020). Beban pajak kini yang dimaksud dalam penelitian ini diukur 

menggunakan skala rasio sebagai berikut: 

 
 

 

3.3.1.2 Aset Pajak Tangguhan 

 

Menurut Waluyo (2014:107), munculnya aset pajak tangguhan disebabkan 

oleh perbedaan waktu, sehingga diperlukan koreksi positif. PSAK No. 46 juga 

menyatakan bahwa nilai aset pajak tangguhan harus ditelaah kembali dalam akhir 

setiap periode pelaporan, sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen 

untuk meninjau dan menentukan yang baru nilai aset pajak tangguhan yang 

bersifat subjektif (Widiatmoko dan Mayangsari, 2016). Variabel independen aset 

pajak tangguhan menggunakan proksi yang sama dengan proksi yang digunakan 

oleh penelitian (Waluyo, 2014:217; Rassang, 2020; Timuriana et al., 2015). Aset 

pajak tangguhan yang dimaksud dalam penelitian ini diukur menggunakan skala 

rasio sebagai berikut: 
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3.3.1.3 Kewajiban Pajak Tangguhan 

 

Menurut Rassang (2020), munculnya kewajiban pajak tangguhan disebabkan 

oleh perbedaan waktu, sehingga diperlukan koreksi negatif. Kewajiban pajak 

tangguhan mulai berlaku karena pajak yang terutang untuk periode berjalan tetapi 

belum dibayar. Dengan kata lain, ketika perusahaan membukukan laba lebih 

tinggi dari laba kena pajak, maka ia membayar lebih rendah dari pajak yang 

dilaporkan. Kewajiban ini adalah pembayaran pajak masa depan yang diharapkan 

dilakukan oleh perusahaan untuk otoritas pajak (Kisno dan Istianingsih, 2016). 

Variabel independen kewajiban pajak tangguhan menggunakan proksi yang sama 

dengan proksi yang digunakan oleh penelitian (Harnanto, 2003:115; Nuning et al., 

2019; Setia et al., 2020). Kewajiban pajak tangguhan yang dimaksud dalam 

penelitian ini diukur menggunakan skala rasio sebagai berikut: 

 
 

3.3.1.4 Amnesti Pajak 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Amnesti Pajak adalah wajib 

bagi Warga Negara Indonesia yang telah berstatus Wajib Pajak. Pemegang NPWP 

yang bersedia melakukan pengampunan pajak harus membayar uang tebusan, 

tetapi tidak akan dikenakan sanksi administratif dan pidana seperti yang akan 

mereka dapatkan jika membayar dengan cara biasa (Indrawati, 2017). Namun, 

Wajib Pajak baik orang pribadi maupun perusahaan atau lembaga cenderung 

menyembunyikan aset berharganya di luar negeri untuk menghindari pembayaran 

pajak. Alasan utamanya adalah untuk meningkatkan keuntungan mereka 

(Ragimun, 2014). 
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Pengampunan pajak dalam penelitian ini diukur dengan periodisasi 

keikutsertaan Wajib Pajak dalam mengikuti pengampunan pajak program sesuai 

periode pengajuan Amnesti Pajak permohonan sesuai Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak. Untuk menguji hipotesis, apakah perusahaan 

ikut serta atau tidak dalam pengampunan pajak selama masa pengampunan pajak, 

penelitian ini menggunakan skala nominal sama dengan proksi yang digunakan 

oleh (Trisnawati et al., 2021). Jika perusahaan berpartisipasi dalam pengampunan 

pajak, maka akan diberikan angka 1. Jika tidak, maka akan diberikan angka 0. 

3.3.2 Analisis Variabel  Dependen 

 

Variabel dependen pada penelitian penulis adalah manajemen laba riil. Ukuran 

manajemen laba riil mengikuti studi sebelumnya (Roychowdhury, 2006). 

Berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Roychowdhury (2006) pengukuran 

manajemen laba riil menggunakan 3 proksi yaitu abnormal cash flow operations 

abnormal production costs, dan abnormal discretionary expenses. 

1. Abnormal cash flow operations (Abnormal CFO) 

 

Abnormal CFO adalah manipulasi laba yang dilakukan perusahaan melalui 

aliran operasi kas yang akan memiliki aliran kas lebih rendah daripada level 

normalnya. Model regresi untuk mencari arus kas kegiatan operasi sebagai 

berikut: 

CFOt/At-1 = α0 + α1(1/At-1) + β1(St/At-1) + β2(∆St/At-1) + єt 

Keterangan: 

 CFOt/At-1 : arus kas kegiatan operasi pada tahun t yang diskala dengan total  

 aktiva pada tahun t-1. 
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α1(1/At-1)  : intersep yang diskala dengan total  aktiva pada tahun t-1  dengan 

tujuan  supaya arus kas kegiatan operasi tidak memiliki nilai 0 

ketika penjualan dan lag penjualan bernilai 0. 

St/At-1 : penjualan pada tahun t yang diskala dengan total aktiva pada  

 tahun t-1. 

∆St/At-1 : penjualan pada tahun t dikurangi penjualan pada tahun t-1 yang  

  diskala dengan total aktiva pada tahun t-1. 

 α0 : konstanta. 

 єt : error term pada tahun t. 

2. Abnormal production cost (Abnormal PROD) 

Abnormal PROD adalah manajemen laba riil yang dilakukan melalui 

manipulasi biaya produksi, di mana perusahaan akan memiliki biaya produksi 

lebih tinggi daripada level normalnya. Model estimasi untuk biaya produksi 

normal sebagai berikut: 

PRODt/At-1 = α0 + α1(1/At-1) + β1(St/At-1) + β2(∆St/At-1) + β3(∆St-1/At-1) + єt 

Keterangan: 

 PRODt/At-1 : biaya produksi pada tahun t yang diskala dengan total aktiva  

  pada tahun t- 1, dimana PRODt = COGSt + ∆INVt 

 α(1/At-1)  : intersep  yang diskala  dengan total  aktiva pada tahun t-1   

  dengan  tujuan  supaya nilai biaya produksi tidak memiliki nilai 0  

  ketika penjualan dan lag penjualan bernilai 0. 

 St/At-1 : penjualan pada tahun t yang diskala dengan total aktiva pada  

  tahun t-1. 
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 ∆St/At-1 : penjualan pada tahun t dikurangi penjualan pada tahun t-1 yang 

  diskala dengan total aktiva pada tahun t-1. 

∆St-1/At-1 : perubahan penjualan pada tahun t-1 diskala dengan total aktiva  

pada tahun t-1. 

α0  : konstanta 

єt  : error term pada tahun t. 

3. Abnormal discretionary expenses (Abnormal DISC) 

 

Abnormal DISC adalah manipulasi laba yang dilakukan melalui biaya 

penelitian dan pengembangan, biaya iklan, biaya penjualan, administrasi, dan 

umum. Model regresi untuk menghitung tingkat normal biaya diskresioner 

sebagai berikut: 

DISEXPt/At-1 = α0 + α1(1/At-1) + β(St-1/At-1) + єt 

Keterangan: 

DISEXPt/At-1 : biaya diskresioner pada tahun t yang diskala dengan total aktiva  

 tahun t-1  

α(1/At-1) : intersep yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1 dengan 

 tujuan supaya biaya diskresioner tidak memiliki nilai 0 ketika 

 penjualan dan lag penjualan bernilai 0. 

St-1/At-1 : penjualan pada tahun t-1 yang diskala dengan total aktiva pada 

tahun t-1. 

3.3.3 Analisis Variabel  Moderasi 

Variabel moderasi menurut Suryani dan Hendryadi, (2015:91) adalah variabel 

yang mempengaruhi (baik memperlemah atau memperkuat) hubungan antara 
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variabel independen ke dependen. Variabel moderasi pada penelitian penulis 

adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan strategi yang dilakukan 

perusahaan untuk meminimalkan beban pajak di tahun berjalan atau di tahun yang 

akan datang dalam rangka untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, 

tetapi masih dalam kerangka dari peraturan perpajakan (Warsono, 2017). 

Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus tarif retensi pajak (tax 

retention rate), yang merupakan ukuran efektivitas pengelolaan pajak terhadap 

laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Alfian and Nuryadi, 2019). 

Pengukuran perencanaan pajak dapat dilakukan dengan rumus menurut (Wild et 

al., 2004): 

 

Keterangan: 

 

TRRit = Tarif retensi pajak (tax retention rate) perusahaan i pada 

tahun t. Laba Bersihit = Laba bersih perusahaan i pada tahun t. 

Laba Sebelum Pajak     = Laba sebelum pajak perusahaan tahun t. 

 

3.3.4 Analisis Variabel  Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang variabelnya dikontrol oleh peneliti untuk 

menetralisasi pengaruhnya menurut (Soegoto, 2008:57). Variabel kontrol dalam 

penelitian ini adalah leverage. Proksi leverage pada penelitian ini sama dengan 

proksi yang digunakan (Setyawan and Harnovinsah, 2015; Gunawan, 2015; 

Khotimah, 2014). Leverage yang dimaksud dalam penelitian ini diukur 

menggunakan skala rasio menurut (Kasmir, 2013:158) sebagai berikut: 
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3.4 Analisis Data 

 

Metode analisis data merupakan proses sistematis dengan menerapkan teknik 

statistik atau logika untuk mengilustrasikan, mendeskripsikan dan mengevaluasi 

beberapa data untuk mendapatkan hasil terbaik berdasarkan teknik ini. Teknik 

analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan Eviews 10. Tahapan 

pengujian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu: 

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif mengilustrasikan karakteristik pada umumnya dari sampel 

penelitian secara terperinci sehingga bisa diketahui nilai maksimum, nilai 

minimum, nilai rata-rata serta standar deviasi dari setiap variabel yakni pajak kini, 

aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan, manajemen laba riil dan 

perencanaan pajak. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Normalitas data sampel menjadi syarat penelitian kuantitatif sebagai bukti 

empiris antara karakteristik sampel dengan karakteristik populasi. Tujuan dari uji 

normalitas adalah untuk mengetahui variabel independen, variabel dependen 

ataupun keduanya telah berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018:111). 

Model regresi yang baik terlihat bila berdistribusi normal ataupun mendekati 

normal. Uji kenormalan data penelitian dapat dilakukan melalui Uji Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan tersebut, yaitu: 

1. Apabila nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05, maka H0 diterima. 
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2. Apabila nilai signifikansi atau probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak. 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau tidak 

terjadi multikolinear (Ghozali, 2018:105). Ada beberapa teknik yang bisa dipakai 

untuk mendeteksi multikolinearitas diantaranya menggunakan Variance Inflation 

Factor (VIF). Apabila VIF adalah lebih besar dari 10, maka ada korelasi yang 

tinggi diantaranya variabel independen atau dapat dikatakan terjadi multikolinear 

sedangkan jika VIF kurang dari 10 maka dapat diartikan tidak terjadi 

multikolinear. 

3.4.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1. Salah satu cara untuk menguji autokorelasi adalah dengan percobaan 

Durbin-Watson (Ghozali, 2018:112). Model dikatakan tidak ada autokorelasi 

positif dan negatif atau bebas dari autokorelasi jika nilai Durbin-Watson berada di 

antara nilai DU dan 4-DU dalam tabel Durbin-Watson. 

3.4.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Menurut (Ghozali, 2018:135) uji heterokedastisitas bertujuan untukmenguji 

apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Heterokedastisitas diartikan bahwa varians dari error 

harus homogen (tidak heterogen). Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya 
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heterokedastisitas maka penelitian ini memakai uji glejser untuk melihat lebih 

detailnya. Dasar pengambilan keputusan pada uji heterokedastisitas yaitu: 

1. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heterokedatisitas 

3.4.2.5 Uji Linieritas 

Menurut (Ghozali, 2018:167), uji linieritas digunakan untuk melihat apakah 

spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang 

digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat atau 

kubik. Dengan uji linieritas akan diperoleh informasi apakah model empiris 

sebaiknya linier, kuadrat atau kubik. Model dapat dinyatakn mengalami syarat 

linieritas apabila sig linearity < 0.05 dan nilai deviation from linearity sig > 0.05. 

3.4.3 Analisis Regresi Berganda 

 

Analisis regresi berganda berguna untuk memahami arah hubungan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen, apakah setiap variabelnya 

mempunyai hubungan positif atau negatif dan memperkirakan berapa nilai 

variabel dependen jika nilai variabel independennya  mengalami   peningkatan 

atau  penurunan. Analisis regresi linier merupakan hubungan secara linier  antara  

dua  atau  lebih  variabel  independen  (X1, X2, X3, ..., Xn) dengan variabel (Y) 

(Ghozali, 2018:161). 

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini berguna untuk memahami 

pengaruh pajak kini, aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan 

terhadap manajemen laba riil dengan perencanaan pajak sebagai pemoderasi. 

Persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Model 1 (Multiple Regression) 

REM = β0 + β1 CT + β2 DTA + β3 DTE + β4 TRR + β5 DER + ε 

 

Model 2 (MRA) 

REM = β0 + β1 CT + β2 DTA + β3 DTE + β4 TRR + β5 DER + β6 CT*TRR + β7 

DTA*TRR + β8 DTE*TRR + ε 

Keterangan: 

 

REM = Manajemen Laba Riil (variabel dependen)  

β = Konstanta 

CT = Pajak Kini (variabel independen) 

 

DTA = Aset Pajak Tangguhan (variabel independen) 

 

DTE = Kewajiban Pajak Tangguhan (variabel independen) 

 

TRR = Perencanaan Pajak (variabel moderasi) 

 

DER = Leverage (variabel kontrol) 

 

ε = Error 
 

3.5 Uji Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya mengukur sejauh mana kemampuan 

model dalam menjelaskan variasi variabel independen (Ghozali, 2018:97). Nilai 

koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dasar pengambilan 

keputusan tersebut, yaitu: 

1. Apabila nilai R2 < 0 (bernilai negatif), maka pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen semakin lemah. 

2. Apabila nilai R2 > 0 (mendekati 1), maka pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen semakin kuat. 
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F tabel = k ; n - k 

3.6 Uji F 

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh bersama antara variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2018:98). Tahapan Uji F adalah: 

1. Melakukan perbandingan nilai signifikansi atau probabilitas dari hasil output 

Anova. Dasar pengambilan keputusan tersebut, yaitu: 

1. Apabila nilai signifikansi atau probabilitas < 0,05, maka H0 diterima. 

2. Apabila nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05, maka H0 ditolak. 

2. Melakukan perbandingan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel dari hasil 

output Anova. Dasar pengambilan keputusan tersebut, yaitu: 

1. Apabila nilai F hitung > nilai F tabel, maka H0 diterima. 

2. Apabila nilai F hitung < nilai F tabel, maka H0 ditolak. 

Adapun F tabel dapat diperoleh dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini: 
 

 

 
Keterangan: 

 

k = jumlah variabel independen  

n = jumlah responden 

3.7 Uji t 

Uji t merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh secara  parsial  antara  masing-masing  variabel  independen   terhadap   

variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Untuk mengetahui apakah hipotesis 

diterima atau ditolak bisa dilakukan dengan melihat probabilities value. Tahapan 



56  
 

T tabel = α / 2 ; df residual 

= α / 2 ; (n – k – 1) 

Uji t ini adalah: 

1. Melihat nilai signifikansi atau probabilitas dari hasil output tabel 

coefficientsa. Dasar pengambilan keputusan tersebut, yaitu: yaitu: 

1. Apabila nilai signifikansi atau probabilitas < 0,05, maka H0 diterima. 

2. Apabila nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05, maka H0 ditolak. 

2. Melakukan perbandingan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel dari hasil 

output tabel coefficientsa. Dasar pengambilan keputusan tersebut, yaitu: 

1. Apabila nilai T hitung > nilai T tabel, maka H0 diterima. 

2. Apabila nilai T hitung < nilai T tabel, maka H0 ditolak. 

Adapun T tabel dapat diperoleh dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini: 
 

 
Keterangan: 
 

α = 0,05 (persentase signifikansi)  

k = jumlah variabel independen  

n = jumlah responden 

df residual = derajat kebebasan nilai residual 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor 

properti dan real estate yang terdaftar di IDX-IC dengan periode pengamatan selama 

enam periode, yakni pada periode 2013-2015 dan 2017-2019 (6 tahun pengamatan). 

Data sampel penelitian didapat dan diakses melalui situs website www.idx.co.id.  

Data sampel yang digunakan merupakan data yang telah memenuhi kriteria sampel, 

hal ini dikarenakan pada penelitian ini diterapkan metode purposive sampling. 

Kriteria yang diterapkan dalam penelitian ini berupa perusahaan properti dan real 

estate yang terdaftar di IDX-IC tahun 2013–2019, perusahaan properti dan real 

estate bukan BUMN karena tidak terindikasi melakukan perencanaan pajak, 

perusahaan properti dan real estate yang tidak mengalami pembubaran 

(merger/delisting/relisting), perusahaan properti dan real estate yang tidak 

mengalami kerugian, perusahaan properti dan real estate memiliki data lengkap dan 

perusahaan properti dan real estate yang melakukan amnesti pajak berdasarkan 

Laporan Keuangan 2016. Berdasarkan kriteria tersebut maka didapat jumlah populasi 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di IDX-IC dari jumlah tersebut terdapat 21 perusahaan yang tidak memenuhi 

kriteria pengambilan data sampel sehingga jumlah perusahaan yang masuk kedalam 

pengamatan pada penelitian ini berjumlah 23 sampel dimana setiap sampel mewakili 

enam tahun periode pengamatan. Berikut adalah kriteria pemilihan sampel untuk 

penelitian yang disajikan pada tabel 4.1 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 4.1 

Penentuan Sampel Penelitian dengan Purposive Sampling 
 

 Keterangan Jumlah Perusahaan 

1. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di 
IDX-IC tahun 2013-2019 

44 

2. Perusahaan properti dan real estate BUMN karena tidak 
terindikasi melakukan perencanaan pajak 

(0) 

3. Perusahaan properti dan real estate yang mengalami 
pembubaran (merger/delisting/relisting) 

(0) 

4. Perusahaan properti dan real estate yang mengalami 
kerugian tahun 2013-2019 

(7) 

5. Perusahaan properti dan real estate tidak memiliki data 
lengkap tahun 2013-2019 

(14) 

6. Perusahaan properti dan real estate yang tidak 
melakukan amnesti pajak berdasarkan Laporan 
Keuangan 2016 

(0) 

Total perusahaan yang diamati (N) 23 

Jumlah sampel pengamatan (N x 6 Tahun) 138 

Jumlah sampel pengamatan sebelum periode momentum 
Tax Amnesty jilid I 

69 

Jumlah sampel pengamatan sesudah periode momentum 
Tax Amnesty jilid I 

69 

Sumber: Data Diolah Penulis (2021) 

4.2 Hasil Uji Asumsi Sebelum Periode Momentum Amnesti Pajak Jilid 1 

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif disajikan dengan bentuk tabel statistik deskriptif, tabel 

ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang menjelaskan hasil 

pengukuran nilai rata-rata (mean), nilai maksimum (maximum), nilai minimum, 

dan nilai simpang baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel yang 

diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen 

pajak kini, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan dan amnesti pajak 

dengan variabel dependen yaitu manajemen laba riil, perencanaan pajak sebagai 

variabel moderasi dan leverage sebagai variabel kontrol. Berikut adalah tabel hasil 

uji statistik deskriptif oleh analisis Eviews 10: 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

CT 69 0,003000 0,031980 0,014530 0,008750 

DTA 69 0,000000 0,000200 0,000003 0,000024 

DTE 69 0,001100 0,001800 0,001199 0,000077 

REM 69 1,029892 2,227575 1,669648 0,330551 

TRR 69 0,000067 0,004291 0,000750 0,000996 

DER 69 0,500000 0,800000 0,769565 0,087958 

Sumber : Data Sekunder Diolah Eviews 10, 2022 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat standar error of mean, standar 

deviasi, minimum dan maksimum. Tabel di atas memperlihatkan bahwa variabel 

pajak kini memiliki nilai minimum 0,003000 pada PT Suryamas Dutamakmur 

Tbk dan nilai maksimum 0,031980 pada PT Lippo Cikarang Tbk. Sedangkan 

standar deviasi 0,008750 berarti pajak kini dalam penelitian ini termasuk kategori 

cukup tinggi dan sebagain besar perusahaan properti dan real estate terindikasi 

meminimalkan pajak kini. Standar deviasi tersebut memberikan gambaran tentang 

persebaran data yang semakin mendekati rata-rata dan memberikan gambaran 

kualitas data sampel yang diperoleh telah mewakili data populasi. Nilai rata-rata 

sebesar 0,014530 menjelaskan bahwa sampel dalam penelitian ini memiliki 

pengetahuan cukup tinggi dalam meminimalkan pajak kini. Nilai rata-rata yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi pada variabel ini 

mengartikan bahwa pajak kini pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di IDX-IC periode 2013-2015 diminimalisir.  

Aset pajak tangguhan memiliki nilai minimum 0,000000 pada PT Bekasi 

Asri Pemula Tbk dan nilai maksimum 0,000200 pada PT Agung Podomoro Land 
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Tbk. Sedangkan standar deviasi 0,000024 berarti aset pajak tangguhan dalam 

penelitian ini termasuk kategori rendah dan sebagain besar perusahaan properti 

dan real estate tidak terindikasi memaksimalkan aset pajak tangguhan untuk 

meminimalkan utang pajak di masa depan. Standar deviasi tersebut memberikan 

gambaran tentang persebaran data yang semakin mendekati rata-rata dan 

memberikan gambaran kualitas data sampel yang diperoleh telah mewakili data 

populasi. Nilai rata-rata sebesar 0,000003 menjelaskan bahwa sampel dalam 

penelitian ini memiliki pengetahuan yang rendah dalam memaksimalkan aset 

pajak tangguhan. Nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai 

standar deviasi mengartikan bahwa aset pajak tangguhan pada perusahaan properti 

dan real estate yang terdaftar di IDX-IC periode 2013-2015 tidak ada. 

Kewajiban pajak tangguhan memiliki nilai minimum 0,001100 pada PT 

Duta Pertiwi Tbk dan nilai maksimum 0,001800 pada PT Alam Sutera Realty 

Tbk. Sedangkan standar deviasi 0,000077 berarti kewajiban pajak tangguhan 

dalam penelitian ini termasuk kategori rendah dan sebagain besar perusahaan 

properti dan real estate tidak terindikasi memaksimalkan kewajiban pajak 

tangguhan sehingga perusahaan melakukan laba manajemen akan menurun. 

Standar deviasi tersebut memberikan gambaran tentang persebaran data yang 

semakin mendekati rata-rata dan memberikan gambaran kualitas data sampel yang 

diperoleh telah mewakili data populasi. Nilai rata-rata sebesar 0,001199 

menjelaskan bahwa sampel dalam penelitian ini memiliki pengetahuan yang 

rendah dalam memaksimalkan kewajiban pajak tangguhan. Nilai rata-rata yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengartikan bahwa 
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kewajiban pajak tangguhan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar 

di IDX-IC periode 2013-2015 sudah ada. 

Manajemen laba riil memiliki nilai minimum 1,029892 pada PT Intiland 

Development Tbk dan nilai maksimum 2,227575 pada PT Greenwood Sejahtera 

Tbk. Sedangkan standar deviasi 0,330551 berarti manajemen laba riil dalam 

penelitian ini termasuk kategori tinggi dan sebagain besar perusahaan properti dan 

real estate terindikasi melakukan manajemen laba riil. Standar deviasi tersebut 

memberikan gambaran tentang persebaran data yang semakin mendekati rata-rata 

dan memberikan gambaran kualitas data sampel yang diperoleh telah mewakili 

data populasi. Nilai rata-rata sebesar 1,669648 menjelaskan bahwa sampel dalam 

penelitian ini memiliki pengetahuan yang tinggi dalam memanipulasi aktivitas-

aktivitas riil. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar 

deviasi mengartikan bahwa manajemen laba riil pada perusahaan properti dan real 

estate yang terdaftar di IDX-IC periode 2013-2015 sering dilakukan. 

Perencanaan pajak memiliki nilai minimum 0,000067 pada PT Sentul City 

Tbk dan nilai maksimum 0,004291 pada PT Metropolitan Land Tbk. Sedangkan 

standar deviasi 0,000996 berarti perencanaan dalam penelitian ini termasuk 

kategori cukup tinggi dan sebagain besar perusahaan properti dan real estate 

terindikasi melakukan perencanaan pajak. Standar deviasi tersebut memberikan 

gambaran tentang persebaran data yang semakin mendekati rata-rata dan 

memberikan gambaran kualitas data sampel yang diperoleh telah mewakili data 

populasi. Nilai rata-rata sebesar 0,000750 menjelaskan bahwa sampel dalam 

penelitian ini memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan perencanaan 
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pajak. Nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai standar deviasi 

mengartikan bahwa perencanaan pajak pada perusahaan properti dan real estate 

yang terdaftar di IDX-IC periode 2013-2015 telah dilakukan. 

Leverage memiliki nilai minimum 0,500000 pada PT Bumi Citra Permai 

Tbk dan nilai maksimum 0,800000 pada PT Bekasi Asri Pemula Tbk. Sedangkan 

standar deviasi 0,087958 berarti leverage dalam penelitian ini termasuk kategori 

tinggi dan tingkat ketergantungan sebagain besar perusahaan properti dan real 

estate terhadap pihak eksternal atau kreditur dan beban biaya hutang juga semakin 

tinggi. Standar deviasi tersebut memberikan gambaran tentang persebaran data 

yang semakin mendekati rata-rata dan memberikan gambaran kualitas data sampel 

yang diperoleh telah mewakili data populasi. Nilai rata-rata sebesar 0,769565 

menjelaskan bahwa sampel dalam penelitian ini memiliki tingkat leverage yang 

tinggi. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi 

mengartikan bahwa leverage pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di IDX-IC periode 2017-2019 telah dilakukan. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik ini merupakan syarat yang perlu dilakukan 

sebelum melakukan moderated analysis regretion (MRA). Dalam analisis regresi 

sederhana dengan moderated analysis regretion (MRA) terdapat beberapa uji 

lainya yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji 

heterokedastisitas dan uji linearitas. 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk memastikan variabel-variabel dalam 
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model regresi penelitian memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, 

pengujian normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) terhadap 

model regresi antara variabel pajak kini, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak 

tangguhan dan amnesti pajak terhadap variabel manajemen laba riil dengan 

perencanaan pajak sebagai pemoderasi. Jika nilai probabilitas signifikansi K-S 

lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual Kesimpulan 

Asymp. Sig (2-tailed) 0,490150 Data terdistribusi normal 

  Sumber : Hasil Olahan Data Kolmogorov-Smirnov Eviews 10, 2022 

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

adalah yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dasar 

pengambilan uji multikolinearitas ini adalah melihat dari nilai VIF dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Nilai VIF kurang dari (<) 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

atau tidak ada korelasi antara variabel independen. 

2. Nilai VIF lebih dari (>) 10 menunjukkan bahwa ada multikolinearitas atau ada 

korelasi antara variabel independen. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF Kesimpulan 

CT 1,153501 Tidak ada multikolinearitas 

DTA 1,251993 Tidak ada multikolinearitas 

DTE 1,242253 Tidak ada multikolinearitas 

TRR 1,055589 Tidak ada multikolinearitas 

DER 1,094990 Tidak ada multikolinearitas 

      Sumber : Hasil Olahan Data Uji Multikolinearitas Eviews 10, 2022. 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, maka dapat diketahui : 

1. Nilai VIF untuk pajak kini yaitu sebesar 1,153501 < 10, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

2. Nilai VIF untuk aset pajak tangguhan yaitu sebesar 1,251993 < 10, maka 

dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

3. Nilai VIF untuk kewajiban pajak tangguhan yaitu sebesar 1,242253 < 10, 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

4. Nilai VIF untuk perencanaan pajak yaitu sebesar 1,055589 < 10, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

5. Nilai VIF untuk leverage yaitu sebesar 1,094990 < 10, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala 

multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini. 

4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

Menurut (Ghozali, 2018:111), Pengujian ini bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear tedapat korelasi (hubungan) antara kesalahan 

pengganggu pada periode t (saat ini) dengan kesalahan pada periode t-1 
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(sebelumnya). Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini digunakan uji 

Durbin-Watson menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

dengan signifikansi 0,05. Autokorelasi yang baik adalah yang tidak terletak pada 

garis autokorelasi positif (0 < DW < DL) atau pada garis autokorelasi negatif (4-

DL < DW < 4). Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

N K dL dU 4-dU 4-dL DW Kesimpulan 

69 6 1.4272 1.8028 2,1972 2,5728 2,0012 
Tidak Ada 

Autokorelasi 

  Sumber : Hasil Olahan Data Uji Autokorelasi Eviews 10, 2022. 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, kita dapat melihat pada nilai durbin watson 

adalah 2,0012 dengan jumlah data sampel (N) adalah 69 dan jumlah variabel 

bebas (K) adalah 6 buah. Pengujian autokorelasi yang dilakukan dengan durbin 

watson test dapat dinyatakan dengan gambar sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 

Pengujian Durbin Watson 

Dari gambar pengujian autokorelasi yang dilakukan dengan durbin watson test 

dapat dinyatakan bahwa nilai durbin watson yang diperoleh sebesar 2,0012 berada pada 

nilai batas dL yaitu 1,4272 dan nilai batas dU adalah 1,8028. Selain itu nilai durbin 

 DW 2,0012 
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watson yang didapat juga berada diantara dU < DW < 4-dU atau 1,8028 < 2,0012 < 

2,1972. Nilai durbin watson juga berada diantara dL < DW < 4-dL atau 1,4272 < 2,0012 < 

2,5728. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat gejala autokorelasi dalam model penelitian ini. 

4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam 

model regresi. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan Uji Gletjser, dimana nilai probability seluruh variabel harus lebih 

dari ( > ) 0,05 agar dapat disimpulkan jika tidak terdapat heterokedastisitas. 

Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Probability Kesimpulan 

CT 0,7256 Tidak ada Heterokedastisitas 

DTA 0,3517 Tidak ada Heterokedastisitas 

DTE 0,5292 Tidak ada Heterokedastisitas 

TRR 0,5845 Tidak ada Heterokedastisitas 

DER 0,1584 Tidak ada Heterokedastisitas 

        Sumber: Hasil Olahan Data Uji Heteroskedastisitas Eviews 10, 2022. 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 

variabel pengamatan tidak terdapat gejala heterokedasisitas, karena nilai 

probability > 0,05, maka penyataan Ho diterima. 

4.2.2.5 Uji Linieritas 

Menurut (Ghozali, 2018:167), uji linieritas digunakan untuk melihat apakah 

spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Model dapat dinyatakan 
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mengalami syarat linieritas apabila nilai deviation from linearity prob > 0.05. 

Pengujian linieritas yang dilakukan dengan Ramsey Reset Test dapat dinyatakan 

dengan gambar sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Linearitas 

Ramsey Reset Test 

 Probability Kesimpulan 

F-statistic 0,8854 Data terdistribusi linier 

           Sumber : Hasil Olahan Data Kolmogorov-Smirnov Eviews 10, 2022 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 

variabel pengamatan adalah linier, karena nilai probability > 0,05, maka 

penyataan Ho diterima. 

4.3 Hasil Uji Hipotesis Sebelum Periode Momentum Amnesti Pajak Jilid 1 

 Setelah melakukan uji efek cross section dan menguji bahwa keseluruhan 

data layak untuk digunakan dalam penelitian, maka penelitian dapat dilanjutkan 

ke tahap pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis terdiri dari interpretasi model 

regresi dan pengujian koefisien regresi. Analisis tersebut dimaksudkan untuk 

melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini adalah 

pengujian satu sisi atau one tailed. 

4.3.1 Hasil Multiple Regression 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hipotesis Model 1 

Variabel 
Prediksi 

Arah 
Coefficient B 

Sig. 1 

Tailed 

Constant  -0,058514 0,9535 

CT + 4,223156 0,0000* 
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DTA - -0,688656 0,2468 

DTE + 2,187815 0,0162* 

TRR + -2,459712 0,0083* 

DER  -0,688656 0,0458* 

Adj. R2 0,348785 

Prob F-statistic 0,000121 

Sumber : Data Sekunder Diolah Eviews 10, 2022 

* Sig. = 0,05 

Berdasarkan hasil output Eviews di atas, persamaan Multiple Regression dalam 

penelitian ini adalah: 

REM = β0 + β1 CT + β2 DTA + β3 DTE + β4 TRR + β5 DER + ε 

REM = -0,058514 + 4,223156 CT - 0,688656 DTA + 2,187815 DTE - 2,459712 TRR – 

0,688656 DER 

Keterangan: 

REM = Manajemen Laba Riil (variabel dependen)  

β = Konstanta 

CT = Pajak Kini (variabel independen) 

DTA = Aset Pajak Tangguhan (variabel independen) 

DTE = Kewajiban Pajak Tangguhan (variabel independen) 

TRR = Perencanaan Pajak (variabel moderasi) 

DER = Leverage (variabel kontrol) 

ε   = Error 

Pengujian koefisien regresi berdasarkan tabel 4.8 adalah: 

4.3.2 Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen dapat memengaruhi variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara nol 

sampai dengan satu. Jika nilai R2 = 0, maka variasi dari Y tidak dapat diterangkan 
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oleh X, sedangkan jika nilai R2 = 1, artinya variasi Y dapat diterangkan 

sepenuhnya oleh X. Berdasarkan tabel 4.16, menunjukan hasil adjusted R2 pada 

model penelitian ini adalah sebesar 0,3487. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel pajak kini, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan 

dan perencanaan pajak dalam menjelaskan perilaku variabel manajemen laba riil 

adalah sebesar 34,87%. Hal ini dapat pula diartikan bahwa ada variabel 

independen lain selain pajak kini, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak 

tangguhan dan perencanaan pajak yang mampu menjelaskan perilaku manajemen 

laba riil sebesar 65,13%. 

4.3.3 Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama dapat memengaruhi variabel independen. Analisis variabel 

independen pada model regresi yakni seluruh variabel independen termasuk 

variabel moderasi dengan interaksi variabel independen. Hasil dari Uji F dapat 

dilihat pada tabel ANOVA pada kolom signifikansi. Nilai signifikansi kurang dari 

0,05 menunjukkan variabel independen dapat memengaruhi secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Hasil Uji F tercermin pada tabel 4.8 pada nilai Prob 

(F-statistic) yaitu 0,000121. Hal ini menunjukkan bahwa paling tidak terdapat 1 

(satu) variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, model 

penelitian sudah layak digunakan dan variabel pajak kini, aset pajak tangguhan, 

kewajiban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara bersama-sama 

(simultan) dapat memengaruhi manajemen laba riil. 
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4.3.4 Uji t 

Pengujian individu (parsial) dikenal dengan uji t bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen secara terpisah. Kriteria dalam pengambilan 

keputusan adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu pula 

sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji t yang tercermin pada tabel 4.8 

secara parsial menginterpretasikan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen sebagai berikut : 

1) Hipotesis 1 : Pajak Kini Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Laba 

Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi 

sebesar 0,0000 < 0,05 (alpha 5%), Ha diterima. Secara statistik, dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh positif pajak kini 

terhadap manajemen laba riil sehingga H1 diterima. 

2) Hipotesis 2 : Aset Pajak Tanggguhan Berpengaruh Positif Terhadap 

Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi 

sebesar 0,2468 > 0,05 (alpha 5%), Ha ditolak. Secara statistik, dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh negatif aset pajak 

tangguhan terhadap manajemen laba riil sehingga H2 ditolak. 
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3) Hipotesis 3 : Kewajiban Pajak Tanggguhan Berpengaruh Positif 

Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi 

sebesar 0,0162 < 0,05 (alpha 5%), Ha diterima. Secara statistik, dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh positif kewajiban pajak 

tangguhan terhadap manajemen laba riil sehingga H3 diterima. 

4) Hipotesis 4 : Perencanaan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap 

Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi 

sebesar 0,0083 < 0,05 (alpha 5%), Ha diterima. Secara statistik, dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh positif perencanaan pajak 

terhadap manajemen laba riil sehingga H4 diterima. 

4.3.5 Hasil MRA 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hipotesis Model 2 

Variabel 
Prediksi 

Arah 
Coefficient B 

Sig. 1 

Tailed 

Constant  -1,148644 0,1277 

CT + 4,949517 0,0000* 

DTA - -0,449781 0,3272 

DTE + 3,175479 0,0012* 

TRR + -2,325011 0,0118* 

DER  -1,673389 0,0498* 

CT*TRR + 3,079432 0,0016* 

DTA*TRR - -0,749449 0,2283 

DTE*TRR + -3,514843 0,0004* 

Adj. R2 0,538583 

Prob F-statistic 0,000001 

Sumber : Data Sekunder Diolah Eviews 10, 2022 

* Sig. = 0,05 
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Berdasarkan hasil output Eviews di atas, persamaan MRA dalam penelitian ini 

adalah: 

REM = β0 + β1 CT + β2 DTA + β3 DTE + β4 TRR + β5 DER + β6 CT*TRR + β7 

DTA*TRR + β8 DTE*TRR + ε 

REM = - 1,148644 + 4,949517 CT - 0,449781 DTA + 3,175479 DTE – 2,325011 TRR - 

1,673389 DER + 3,079432 CT*TRR - 0,749449 DTA*TRR – 3,514843 DTE*TRR 

Keterangan: 

REM = Manajemen Laba Riil (variabel dependen)  

β = Konstanta 

CT = Pajak Kini (variabel independen) 

DTA = Aset Pajak Tangguhan (variabel independen) 

DTE = Kewajiban Pajak Tangguhan (variabel independen) 

TRR = Perencanaan Pajak (variabel moderasi) 

DER = Leverage (variabel kontrol) 

ε   = Error 

Pengujian koefisien regresi berdasarkan tabel 4.9 adalah: 

4.3.6 Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen dapat memengaruhi variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara nol 

sampai dengan satu. Jika nilai R2 = 0, maka variasi dari Y tidak dapat diterangkan 

oleh X, sedangkan jika nilai R2 = 1, artinya variasi Y dapat diterangkan 

sepenuhnya oleh X. Berdasarkan tabel 4.9, menunjukan hasil adjusted R2 pada 

model penelitian ini adalah sebesar 0,5385. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel pajak kini, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan 
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dan perencanaan pajak dalam menjelaskan perilaku variabel manajemen laba riil 

adalah sebesar 53,85%. Hal ini dapat pula diartikan bahwa ada variabel 

independen lain selain pajak kini, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak 

tangguhan dan perencanaan pajak yang mampu menjelaskan perilaku manajemen 

laba riil sebesar 46,15%. 

4.3.7 Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama dapat memengaruhi variabel independen. Analisis variabel 

independen pada model regresi yakni seluruh variabel independen termasuk 

variabel moderasi dengan interaksi variabel independen. Hasil dari Uji F dapat 

dilihat pada tabel ANOVA pada kolom signifikansi. Nilai signifikansi kurang dari 

0,05 menunjukkan variabel independen dapat memengaruhi secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Hasil Uji F tercermin pada tabel 4.9 pada nilai Prob 

(F-statistic) yaitu 0,000001. Hal ini menunjukkan bahwa paling tidak terdapat 1 

(satu) variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, model 

penelitian sudah layak digunakan dan variabel pajak kini, aset pajak tangguhan, 

kewajiban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara bersama-sama 

(simultan) dapat memengaruhi manajemen laba riil. 

4.3.8 Uji t 

Pengujian individu (parsial) dikenal dengan uji t bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen secara terpisah. Kriteria dalam pengambilan 

keputusan adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu pula 
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sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t yang tercermin pada tabel 4.9 

secara parsial menginterpretasikan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen sebagai berikut : 

5) Hipotesis 5 : Perencanaan Pajak Mampu Memoderasi Pajak Kini 

Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi dari 

interaksi moderasi (moderating effect) pajak kini dan perencanaan pajak/CT*TRR 

adalah 0,0016 < 0,05 (alpha 5%), Ha diterima. Secara statistik, dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat kepercayaan 95% perencanaan pajak mampu memoderasi atau 

memperkuat pengaruh pajak kini terhadap manajemen laba riil sehingga H5 

diterima. 

6) Hipotesis 6 : Perencanaan Pajak Mampu Memoderasi Aset Pajak 

Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi dari 

interaksi moderasi (moderating effect) aset pajak tangguhan dan perencanaan 

pajak/DTA*TRR adalah 0,2283 > 0,05 (alpha 5%), Ha ditolak. Secara statistik, 

dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% perencanaan pajak tidak 

mampu memoderasi atau memperlemah pengaruh aset pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba riil sehingga H6 ditolak. 

7) Hipotesis 7 : Perencanaan Pajak Mampu Memoderasi Kewajiban Pajak 

Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi dari 
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interaksi moderasi (moderating effect) kewajiban pajak tangguhan dan 

perencanaan pajak/DTE*TRR adalah 0,0004 < 0,05 (alpha 5%), Ha diterima. 

Secara statistik, dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% 

perencanaan pajak mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh kewajiban 

pajak tangguhan terhadap manajemen laba riil sehingga H7 diterima. 

4.4 Hasil Uji Asumsi Setelah Periode Momentum Amnesti Pajak Jilid 1 

4.4.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif disajikan dengan bentuk tabel statistik deskriptif, tabel 

ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang menjelaskan hasil 

pengukuran nilai rata-rata (mean), nilai maksimum (maximum), nilai minimum, 

dan nilai simpang baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel yang 

diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen 

pajak kini, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan dengan variabel 

dependen yaitu manajemen laba riil dan perencanaan pajak sebagai variabel 

moderasi serta leverage sebagai variabel kontrol. Berikut adalah tabel hasil uji 

statistik deskriptif oleh analisis Eviews 10: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

CT 69 0,000163 0,005659 0,001465 0,001360 

DTA 69 0,003000 0,042795 0,015735 0,010462 

DTE 69 0,002129 0,043795 0,017365 0,010366 

REM 69 1,029892 2,390696 1,665976 0,349207 

TRR 69 0,000100 0,004791 0,000974 0,001129 

DER 69 0,001200 0,003971 0,001811 0,000651 

Sumber : Data Sekunder Diolah Eviews 10, 2022 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat standar error of mean, standar 

deviasi, minimum dan maksimum. Tabel di atas memperlihatkan bahwa variabel 

pajak kini memiliki nilai minimum 0,000163 pada PT Alam Sutera Realty Tbk 

dan nilai maksimum 0,005659 pada PT Lippo Cikarang Tbk. Sedangkan standar 

deviasi 0,001360 berarti pajak kini dalam penelitian ini termasuk kategori rendah 

dan sebagain besar perusahaan properti dan real estate tidak terindikasi 

meminimalkan pajak kini. Standar deviasi tersebut memberikan gambaran tentang 

persebaran data yang semakin mendekati rata-rata dan memberikan gambaran 

kualitas data sampel yang diperoleh telah mewakili data populasi. Nilai rata-rata 

sebesar 0,001465 menjelaskan bahwa sampel dalam penelitian ini memiliki 

pengetahuan rendah dalam meminimalkan pajak kini. Nilai rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi pada variabel ini mengartikan 

bahwa pajak kini pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di IDX-

IC periode 2017-2019 sudah lebih baik.  

Aset pajak tangguhan memiliki nilai minimum 0,003000 pada PT Plaza 

Indonesia Realty Tbk dan nilai maksimum 0,005659 pada PT Metropolitan Land 

Tbk. Sedangkan standar deviasi 0,010462 berarti aset pajak tangguhan dalam 

penelitian ini termasuk kategori rendah dan sebagain besar perusahaan properti 

dan real estate tidak terindikasi memaksimalkan aset pajak tangguhan untuk 

meminimalkan utang pajak di masa depan. Standar deviasi tersebut memberikan 

gambaran tentang persebaran data yang semakin mendekati rata-rata dan 

memberikan gambaran kualitas data sampel yang diperoleh telah mewakili data 

populasi. Nilai rata-rata sebesar 0,015735 menjelaskan bahwa sampel dalam 
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penelitian ini memiliki pengetahuan yang rendah dalam memaksimalkan aset 

pajak tangguhan. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

standar deviasi mengartikan bahwa aset pajak tangguhan pada perusahaan properti 

dan real estate yang terdaftar di IDX-IC periode 2017-2019 sudah baik. 

Kewajiban pajak tangguhan memiliki nilai minimum 0,002129 pada PT 

Suryamas Dutamakmur Tbk dan nilai maksimum 0,043795 pada PT Plaza 

Indonesia Realty Tbk. Sedangkan standar deviasi 0,010366 berarti kewajiban 

pajak tangguhan dalam penelitian ini termasuk kategori rendah dan sebagain besar 

perusahaan properti dan real estate tidak terindikasi memaksimalkan kewajiban 

pajak tangguhan sehingga perusahaan melakukan laba manajemen akan menurun. 

Standar deviasi tersebut memberikan gambaran tentang persebaran data yang 

semakin mendekati rata-rata dan memberikan gambaran kualitas data sampel yang 

diperoleh telah mewakili data populasi. Nilai rata-rata sebesar 0,017365 

menjelaskan bahwa sampel dalam penelitian ini memiliki pengetahuan yang 

rendah dalam memaksimalkan kewajiban pajak tangguhan. Nilai rata-rata yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengartikan bahwa 

kewajiban pajak tangguhan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar 

di IDX-IC periode 2017-2019 sudah baik. 

Manajemen laba riil memiliki nilai minimum 1,029892 pada PT Suryamas 

Dutamakmur Tbk dan nilai maksimum 2,390696 pada PT Lippo Cikarang Tbk. 

Sedangkan standar deviasi 0,349207 berarti manajemen laba riil dalam penelitian 

ini termasuk kategori tinggi dan sebagain besar perusahaan properti dan real estate 

terindikasi melakukan manajemen laba riil. Standar deviasi tersebut memberikan 
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gambaran tentang persebaran data yang semakin mendekati rata-rata dan 

memberikan gambaran kualitas data sampel yang diperoleh telah mewakili data 

populasi. Nilai rata-rata sebesar 1,665976 menjelaskan bahwa sampel dalam 

penelitian ini memiliki pengetahuan yang tinggi dalam memanipulasi aktivitas-

aktivitas riil. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar 

deviasi mengartikan bahwa manajemen laba riil pada perusahaan properti dan real 

estate yang terdaftar di IDX-IC periode 2017-2019 sering dilakukan. 

Perencanaan pajak memiliki nilai minimum 0,000100 pada PT Agung 

Podomoro Land Tbk dan nilai maksimum 0,004791 pada PT Alam Sutera Realty 

Tbk. Sedangkan standar deviasi 0,001129 berarti perencanaan dalam penelitian ini 

termasuk kategori rendah dan sebagain besar perusahaan properti dan real estate 

tidak terindikasi melakukan perencanaan pajak. Standar deviasi tersebut 

memberikan gambaran tentang persebaran data yang semakin mendekati rata-rata 

dan memberikan gambaran kualitas data sampel yang diperoleh telah mewakili 

data populasi. Nilai rata-rata sebesar 0,000974 menjelaskan bahwa sampel dalam 

penelitian ini memiliki pengetahuan yang rendah dalam melakukan perencanaan 

pajak. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi 

mengartikan bahwa perencanaan pajak pada perusahaan properti dan real estate 

yang terdaftar di IDX-IC periode 2017-2019 jarang dilakukan. 

Leverage memiliki nilai minimum 0,001200 pada PT Agung Podomoro 

Land Tbk dan nilai maksimum 0,003971 pada PT Bumi Citra Permai Tbk. 

Sedangkan standar deviasi 0,001811 berarti leverage dalam penelitian ini 

termasuk kategori rendah dan tingkat ketergantungan sebagain besar perusahaan 
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properti dan real estate terhadap pihak eksternal atau kreditur dan beban biaya 

hutang juga semakin rendah. Standar deviasi tersebut memberikan gambaran 

tentang persebaran data yang semakin mendekati rata-rata dan memberikan 

gambaran kualitas data sampel yang diperoleh telah mewakili data populasi. Nilai 

rata-rata sebesar 0,001668 menjelaskan bahwa sampel dalam penelitian ini 

memiliki tingkat leverage yang rendah. Nilai rata-rata yang lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengartikan bahwa leverage pada 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di IDX-IC periode 2017-2019 

sudah baik. 

4.4.2 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik ini merupakan syarat yang perlu dilakukan 

sebelum melakukan moderated analysis regretion (MRA). Dalam analisis regresi 

sederhana dengan moderated analysis regretion (MRA) terdapat beberapa uji 

lainya yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji 

heterokedastisitas dan uji linearitas. 

4.4.2.1 Uji Normalitas 

 Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk memastikan model regresi penelitian memiliki 

distribusi normal terhadap model regresi antara variabel pajak kini, aset pajak 

tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan terhadap variabel manajemen laba riil 

dengan perencanaan pajak sebagai pemoderasi. Jika nilai probabilitas signifikansi 

K-S lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual Kesimpulan 

Asymp. Sig (2-tailed) 0,694944 Data terdistribusi normal 

  Sumber : Hasil Olahan Data Kolmogorov-Smirnov Eviews 10, 2022 

4.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

adalah yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dasar 

pengambilan uji multikolinearitas dengan melihat dari nilai VIF sebagai berikut: 

a. Nilai VIF kurang dari (<) 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas atau 

tidak ada korelasi antara variabel independen. 

b. Nilai VIF lebih dari (>) 10 menunjukkan bahwa ada multikolinearitas atau ada 

korelasi antara variabel independen. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF Kesimpulan 

CT 1,292805 Tidak ada multikolinearitas 

DTA 1,297931 Tidak ada multikolinearitas 

DTE 1,063060 Tidak ada multikolinearitas 

TRR 1,946593 Tidak ada multikolinearitas 

DER 2,049038 Tidak ada multikolinearitas 

      Sumber : Hasil Olahan Data Uji Multikolinearitas Eviews 10, 2022. 

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, maka dapat diketahui : 

1) Nilai VIF untuk pajak kini yaitu sebesar 1,292805 < 10, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 
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2) Nilai VIF untuk aset pajak tangguhan yaitu sebesar 1,297931 < 10, maka 

dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

3) Nilai VIF untuk kewajiban pajak tangguhan yaitu sebesar 1,063060 < 10, 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

4) Nilai VIF untuk perencanaan pajak yaitu sebesar 1,946593 < 10, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

5) Nilai VIF untuk leverage yaitu sebesar 2,049038 < 10, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala 

multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini. 

4.4.2.3 Uji Autokorelasi 

Menurut (Ghozali, 2018:111), pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear tedapat korelasi (hubungan) antara kesalahan 

pengganggu pada periode t (saat ini) dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini digunakan uji 

Durbin-Watson menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

dengan signifikansi 0,05. Autokorelasi yang baik adalah yang tidak terletak pada 

garis autokorelasi positif (0 < DW < DL) atau pada garis autokorelasi negatif (4-

DL < DW < 4). Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

N K dL dU 4-dU 4-dL DW Kesimpulan 

69 6 1.4272 1.8028 2,1972 2,5728 1,9500 Tidak Ada Autokorelasi 

  Sumber : Hasil Olahan Data Uji Autokorelasi Eviews 10, 2022. 
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Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, kita dapat melihat pada nilai durbin watson 

adalah 1,9500 dengan jumlah data sampel (N) adalah 69 dan jumlah variabel 

bebas (K) adalah 6 buah. Pengujian autokorelasi yang dilakukan dengan durbin 

watson test dapat dinyatakan dengan gambar sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Pengujian Durbin Watson  

Dari gambar pengujian autokorelasi yang dilakukan dengan durbin watson 

test dapat dinyatakan bahwa nilai durbin watson yang diperoleh sebesar 1,9500 

berada pada nilai batas dL yaitu 1,4272 dan nilai batas dU adalah 1,8028. Selain 

itu nilai durbin watson yang didapat juga berada diatara dU < DW < 4-dU atau 

1,8028 < 1,9500 < 2,1972. Nilai durbin watson juga berada diantara dL < DW < 4-

dL atau 1,4272 < 1,9500 < 2,5728. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model 

penelitian ini. 

4.4.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam 

model regresi. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini 
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menggunakan Uji Gletjser, dimana nilai probability seluruh variabel harus lebih 

dari ( > ) 0,05 agar dapat disimpulkan jika tidak terdapat heterokedastisitas. 

Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Probability Kesimpulan 

CT 0,2964 Tidak ada Heterokedastisitas 

DTA 0,6801 Tidak ada Heterokedastisitas 

DTE 0,3184 Tidak ada Heterokedastisitas 

TRR 0,2107 Tidak ada Heterokedastisitas 

DER 0,8302 Tidak ada Heterokedastisitas 

        Sumber: Hasil Olahan Data Uji Heteroskedastisitas Eviews 10, 2022. 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan variabel pengamatan tidak terdapat gejala heterokedasisitas, karena 

nilai probability > 0,05, maka penyataan Ho diterima. 

4.4.2.5 Uji Linieritas 

Menurut (Ghozali, 2018:167), uji linieritas digunakan untuk melihat apakah 

spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Model dapat dinyatakn 

mengalami syarat linieritas apabila prob linearity < 0.05 dan nilai deviation from 

linearity prob > 0.05. Pengujian linieritas yang dilakukan dengan Ramsey Reset 

Test dapat dinyatakan dengan gambar sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Linearitas 

Ramsey Reset Test 

 Probability Kesimpulan 

F-statistic 0,5408 Data terdistribusi linier 

  Sumber : Hasil Olahan Data Kolmogorov-Smirnov Eviews 10, 2022 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
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keseluruhan variabel pengamatan adalah linier, karena nilai probability > 0,05, 

maka penyataan Ho diterima. 

4.5 Hasil Uji Hipotesis Setelah Periode Momentum Amnesti Pajak Jilid 1 

 Setelah melakukan uji efek cross section dan menguji bahwa keseluruhan 

data layak untuk digunakan dalam penelitian, maka penelitian dapat dilanjutkan 

ke tahap pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis terdiri dari interpretasi model 

regresi dan pengujian koefisien regresi. Analisis tersebut dimaksudkan untuk 

melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini adalah 

pengujian satu sisi atau one tailed. 

4.5.1 Hasil Multiple Regression 

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Hipotesis Model 1 

Variabel 
Prediksi 

Arah 
Coefficient B 

Sig. 1 

Tailed 

Constant  7,063253 0,0000 

CT - 0,876436 0,1921 

DTA + 3,943684 0,0001* 

DTE - 0,937882 0,1759 

TRR + -2,418565 0,0092* 

DER  1,718125 0,0454* 

Adj. R2 0,281820 

Prob F-statistic 0,001716 

Sumber : Data Sekunder Diolah Eviews 10, 2022 

* Sig. = 0,05 

Berdasarkan hasil output Eviews di atas, persamaan Multiple Regression dalam 

penelitian ini adalah: 

REM = β0 + β1 CT + β2 DTA + β3 DTE + β4 TRR + β5 DER + ε 

REM = 7,063253 + 0,876436 CT + 3,943684 DTA + 0,937882 DTE - 2,418565 TRR + 
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1,718125 DER 

Keterangan: 

REM = Manajemen Laba Riil (variabel dependen)  

β = Konstanta 

CT = Pajak Kini (variabel independen) 

DTA = Aset Pajak Tangguhan (variabel independen) 

DTE = Kewajiban Pajak Tangguhan (variabel independen) 

TRR = Perencanaan Pajak (variabel moderasi) 

DER = Leverage (variabel kontrol) 

ε   = Error 

Pengujian koefisien regresi berdasarkan tabel 4.16 adalah: 

4.5.2 Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen dapat memengaruhi variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara nol 

sampai dengan satu. Jika nilai R2 = 0, maka variasi dari Y tidak dapat diterangkan 

oleh X, sedangkan jika nilai R2 = 1, artinya variasi Y dapat diterangkan 

sepenuhnya oleh X. Berdasarkan tabel 4.16, menunjukan hasil adjusted R2 pada 

model penelitian ini adalah sebesar 0,2818. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel pajak kini, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak 

tangguhan, amnesti pajak dan perencanaan pajak dalam menjelaskan perilaku 

variabel manajemen laba riil adalah sebesar 28,18%. Hal ini dapat pula diartikan 

bahwa ada variabel independen lain selain pajak kini, aset pajak tangguhan, 

kewajiban pajak tangguhan, amnesti pajak dan perencanaan pajak yang mampu 
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menjelaskan perilaku manajemen laba riil sebesar 71,82%. 

4.5.3 Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama dapat memengaruhi variabel independen. Analisis variabel 

independen pada model regresi yakni seluruh variabel independen termasuk 

variabel moderasi dengan interaksi variabel independen. Hasil dari Uji F dapat 

dilihat pada tabel ANOVA pada kolom signifikansi. Nilai signifikansi kurang dari 

0,05 menunjukkan variabel independen dapat memengaruhi secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Hasil Uji F tercermin pada tabel 4.16 pada nilai Prob 

(F-statistic) yaitu 0,001716. Hal ini menunjukkan bahwa paling tidak terdapat 1 

(satu) variabel independen yang berpengaruh terhadap variable dependen, model 

penelitian sudah layak digunakan dan variabel pajak kini, aset pajak tangguhan, 

kewajiban pajak tangguhan amnesti pajak dan perencanaan pajak secara bersama-

sama (simultan) dapat memengaruhi manajemen laba riil. 

4.5.4 Uji t 

Pengujian individu (parsial) dikenal dengan uji t bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen secara terpisah. Kriteria dalam pengambilan 

keputusan adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu pula 

sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t yang tercermin pada tabel 

4.16 secara parsial menginterpretasikan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen sebagai berikut : 



87  
 

8) Hipotesis 1 : Pajak Kini Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen 

Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi 

sebesar 0,1921 > 0,05 (alpha 5%), Ha ditolak. Secara statistik, dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh negatif pajak kini 

terhadap manajemen laba riil sehingga H1 ditolak. 

9) Hipotesis 2 : Aset Pajak Tanggguhan Berpengaruh Positif Terhadap 

Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi 

sebesar 0,0001 < 0,05 (alpha 5%), Ha diterima. Secara statistik, dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh positif aset pajak 

tangguhan terhadap manajemen laba riil sehingga H2 diterima. 

10) Hipotesis 3 : Kewajiban Pajak Tanggguhan Berpengaruh Negatif 

Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi 

sebesar 0,1759 > 0,05 (alpha 5%), Ha ditolak. Secara statistik, dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh negatif kewajiban pajak 

tangguhan terhadap manajemen laba riil sehingga H3 ditolak. 

11) Hipotesis 4 : Perencanaan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap 

Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi 

sebesar 0,0092 < 0,05 (alpha 5%), Ha diterima. Secara statistik, dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh positif perencanaan pajak 



88  
 

terhadap manajemen laba riil sehingga H4 diterima. 

4.5.5 Hasil MRA 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Hipotesis Model 2 

Variabel 
Prediksi 

Arah 
Coefficient B 

Sig. 1 

Tailed 

Constant  6,885538 0,0000 

CT - 0,481271 0,3161 

DTA + 3,635118 0,0003* 

DTE - 0,832659 0,2043 

TRR + -2,625732 0,0055 

DER  1,828682 0,0363* 

CT*TRR - -0,939754 0,1756 

DTA*TRR + 2,216070 0,0153* 

DTE*TRR - -0,195838 0,4227 

Adj. R2 0,361187 

Prob F-statistic 0,002024 

Sumber : Data Sekunder Diolah Eviews 10, 2022 

* Sig. = 0,05 

Berdasarkan hasil output Eviews di atas, persamaan MRA dalam penelitian ini 

adalah: 

REM = β0 + β1 CT + β2 DTA + β3 DTE + β4 TRR + β5 DER + β6 CT*TRR + β7  

DTA*TRR + β8 DTE*TRR + β9 TA*TRR + ε 

REM = 6,885538 + 0,481271 CT + 3,635118 DTA + 0,832659 DTE - 2,625732 TRR + 

1,828682 DER - 0,939754 CT*TRR + 2,216070 DTA*TRR – 0,195997 DTE*TRR 

Keterangan: 

REM = Manajemen Laba Riil (variabel dependen)  

β = Konstanta 

CT = Pajak Kini (variabel independen) 

DTA = Aset Pajak Tangguhan (variabel independen) 
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DTE = Kewajiban Pajak Tangguhan (variabel independen) 

TRR = Perencanaan Pajak (variabel moderasi) 

DER = Leverage (variabel kontrol) 

ε   = Error 

Pengujian koefisien regresi berdasarkan tabel 4.17 adalah: 

4.5.6 Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen dapat memengaruhi variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara nol 

sampai dengan satu. Jika nilai R2 = 0, maka variasi dari Y tidak dapat diterangkan 

oleh X, sedangkan jika nilai R2 = 1, artinya variasi Y dapat diterangkan 

sepenuhnya oleh X. Berdasarkan tabel 4.17, menunjukan hasil adjusted R2 pada 

model penelitian ini adalah sebesar 0,3611. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel pajak kini, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan 

dan perencanaan pajak dalam menjelaskan perilaku variabel manajemen laba riil 

adalah sebesar 36,11%. Hal ini dapat pula diartikan bahwa ada variabel 

independen lain selain pajak kini, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak 

tangguhan dan perencanaan pajak yang mampu menjelaskan perilaku manajemen 

laba riil sebesar 63,89%. 

4.5.7 Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama dapat memengaruhi variabel independen. Analisis variabel 

independen pada model regresi yakni seluruh variabel independen termasuk 

variabel moderasi dengan interaksi variabel independen. Hasil dari Uji F dapat 
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dilihat pada tabel ANOVA pada kolom signifikansi. Nilai signifikansi kurang dari 

0,05 menunjukkan variabel independen dapat memengaruhi secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Hasil Uji F tercermin pada tabel 4.17 pada nilai Prob 

(F-statistic) yaitu 0,002024. Hal ini menunjukkan bahwa paling tidak terdapat 1 

(satu) variabel independen yang berpengaruh terhadap variable dependen, model 

penelitian sudah layak digunakan dan variabel pajak kini, aset pajak tangguhan, 

kewajiban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara bersama-sama 

(simultan) dapat memengaruhi manajemen laba riil. 

4.5.8 Uji t 

Pengujian individu (parsial) dikenal dengan uji t bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen secara terpisah. Kriteria dalam pengambilan 

keputusan adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu pula 

sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t yang tercermin pada tabel 

4.17 secara parsial menginterpretasikan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen sebagai berikut : 

12) Hipotesis 5 : Perencanaan Pajak Mampu Memoderasi Pajak Kini 

Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi dari 

interaksi moderasi (moderating effect) pajak kini dan perencanaan pajak/CT*TRR 

adalah 0,1756 > 0,05 (alpha 5%), Ha ditolak. Secara statistik, dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat kepercayaan 95% perencanaan pajak tidak mampu 
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memoderasi atau memperlemah pengaruh pajak kini terhadap manajemen laba riil 

sehingga H5 ditolak. 

13) Hipotesis 6 : Perencanaan Pajak Mampu Memoderasi Aset Pajak 

Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi dari 

interaksi moderasi (moderating effect) aset pajak tangguhan dan perencanaan 

pajak/DTA*TRR adalah 0,0153 < 0,05 (alpha 5%), Ha diterima. Secara statistik, 

dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% perencanaan pajak 

mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh aset pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba riil sehingga H6 diterima. 

14) Hipotesis 7 : Perencanaan Pajak Mampu Memoderasi Kewajiban Pajak 

Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai probabilita atau signifikansi dari 

interaksi moderasi (moderating effect) kewajiban pajak tangguhan dan 

perencanaan pajak/DTE*TRR adalah 0,4227 > 0,05 (alpha 5%), Ha ditolak. 

Secara statistik, dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% 

perencanaan pajak tidak mampu memoderasi atau memperlemah pengaruh 

kewajiban pajak tangguhan terhadap manajemen laba riil sehingga H7 ditolak. 

4.6 Pembahasan 

A. Sebelum Periode Momentem Amnesti Pajak Jilid 1 

4.6.1 Pengaruh Positif Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier sederhana, diketahui bahwa pajak 

kini yang diukur dengan skala rasio menunjukan hasil berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap manajemen laba riil sebelum periode momentum amnesti 

pajak jilid 1. Pajak kini memiliki nilai sig 0,0000 < 0,05 dan nilai β yaitu 

4,223156 sehingga Ha diterima (H0 ditolak). Beban pajak kini yang besar akan 

menurunkan tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan, dan sebaliknya beban 

pajak kini yang kecil akan meningkatkan laba perusahaan (Amanda dan Febrianti, 

2015). Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan 

penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak. Perhitungan Pajak Kini di mana hasil 

yang diperoleh merupakan angka perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak ini yang 

memberikan peluang manajemen sebagai Wajib Pajak untuk melakukan 

manajemen laba riil (Rahma, 2020).  

Dalam kondisi beban pajak kini jumlahnya besar, manajemen laba riil yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, apabila 

perusahaan mempunyai beban pajak dalam tahun berjalan jumlahnya besar, maka 

manajemen perusahaan melakukan praktik manajemen laba riil sehingga dapat 

mengurangi beban pajak (Mansyur et al., 2017). Hasil tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Setia et al. (2020); Warsono (2017); Mansyur et al. 

(2017); Annisa (2018); Junery (2016); Amanda dan Febrianti (2015) yang 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara pajak kini dan manajemen 

laba riil. 

4.6.2 Pengaruh Positif Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba 

Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier sederhana, diketahui bahwa aset 

pajak tangguhan yang diukur dengan skala rasio menunjukan hasil berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap manajemen laba riil setelah periode momentum 

amnesti pajak jilid 1. Pajak kini memiliki nilai sig 0, 2468 > 0,05 dan nilai β yaitu 

-0,688656 sehingga Ha ditolak (H0 diterima). Ada beberapa kemungkinan yang 

dapat digunakan sebagai alasan untuk manajemen tidak menggunakan aset pajak 

tangguhan sebagai alat untuk manajemen laba. Pertama, manajemen tidak tidak 

memanfaatkan kesempatan untuk menentukan nilai aset pajak tangguhan pada 

akhirnya setiap periode pelaporan yang diatur dalam PSAK No. 46 tahun 2012 

karena dapat merugikan perusahaan ketika terungkap bahwa manajemen memiliki 

memanipulasi nilai penghasilan karena kecurigaan terhadap fiskal. Kedua, praktik 

manajemen laba oleh manajemen telah ditemukan oleh internal dan auditor 

eksternal dan akan direvisi sebelum diterbitkan. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiatmoko dan 

Mayangsari (2016); Nuning et al. (2019); Setia et al. (2020); Fajarwati et al. 

(2020) menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif antara aset pajak 

tangguhan dan manajemen laba riil. 

4.6.3 Pengaruh Positif Kewajiban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen 

Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier sederhana, diketahui bahwa 

kewajiban pajak tangguhan yang diukur dengan skala rasio menunjukan hasil 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba riil setelah periode 

momentum amnesti pajak jilid 1. Pajak kini memiliki nilai sig 0,0162 < 0,05 dan 

nilai β yaitu 2,187815 sehingga Ha diterima (H0 ditolak). setiap kenaikan beban 

pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan 
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mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian ini juga 

ditemukan bahwa memang terjadi manajemen laba riil dengan tujuan menghindari 

pelaporan kerugian pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar 

di IDX-IC tahun 2013-2015. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari 

(2019); Mulyani et al. (2018); Destiana et al. (2020); Soliman dan Ali (2020); 

Timuriana et al. (2015); Negara dan Suputra (2017); Machdar dan Nurdiniah 

(2021); Kisno dan Istianingsih (2016); Rahma (2020); Wijaya et al. (2017); 

Annisa (2018) yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara aset 

pajak tangguhan dan manajemen laba riil. 

4.6.4 Pengaruh Positif Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier sederhana, diketahui bahwa kewajiban 

pajak tangguhan yang diukur dengan skala rasio menunjukan hasil berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap manajemen laba riil seelum periode momentum 

amnesti pajak jilid 1. Pajak kini memiliki nilai sig 0,0083 < 0,05 dan nilai β yaitu 

2,187815 sehingga Ha diterima (H0 ditolak). Seorang manajer dalam mengambil 

keputusan laba mempertimbangkan perencanaan pajak sebagai acuan untuk 

mencapai target profit dengan angka laba rekayasa dalam laporan keuangan 

(Nuning et al., 2019). Hal ini menunjukkan perencanaan pajak dapat dijadikan 

indikator dalam mendeteksi manajemen laba dan pengaruhnya tinggi terhadap 

manajemen laba.  

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari 

(2019); Mei (2019); Memory dan Tipa (2020); Negara dan Suputra (2017); Alfian 
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dan Nuryadi (2019); Nuning et al., 2019; Rahmi dan Hasan (2019); Negara dan 

Suputra (2017); Ika et al. (2016); Annisa (2018) yang menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara perencanaan pajak dan manajemen laba riil. 

4.6.5 Perencanaan Pajak Memperkuat Pengaruh Pajak Kini Terhadap 

Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, diketahui bahwa 

perencanaan pajak sebagai variabel moderasi yang diukur dengan skala rasio 

menunjukan hasil memperkuat pengaruh pajak kini terhadap manajemen laba riil. 

Perencanaan pajak memoderasi pajak kini memiliki nilai sig 0,0016 < 0,05 dan 

nilai β yaitu 3,079432 sehingga Ha diterima (H0 ditolak).  

Hasil ini mendukung hipotesis yang berarti bahwa semakin rendah nilai TRR 

yang dicapai perusahaan berarti pencapaian laba yang diinginkan perusahaan 

rendah. Beban pajak kini yang besar akan menurunkan tingkat laba yang 

diperoleh suatu perusahaan, dan sebaliknya beban pajak kini yang kecil akan 

meningkatkan laba perusahaan (Amanda dan Febrianti, 2015).  

Perhitungan Pajak Kini di mana hasil yang diperoleh merupakan angka 

perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak ini yang memberikan peluang manajemen 

sebagai Wajib Pajak untuk melakukan manajemen laba riil (Rahma, 2020).  

4.6.6 Perencanaan Pajak Memperlemah Pengaruh Aset Pajak Tangguhan 

Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, diketahui bahwa 

perencanaan pajak sebagai variabel moderasi yang diukur dengan skala rasio 

menunjukan hasil memperlemah pengaruh aset pajak tangguhan terhadap 
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manajemen laba riil. Perencanaan pajak memoderasi aet pajak tangguhan 

memiliki nilai sig 0,2283 > 0,05 dan nilai β yaitu -0,749449 sehingga Ha ditolak 

(H0 diterima).  

Ada beberapa kemungkinan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk 

manajemen tidak menggunakan aset pajak tangguhan sebagai alat untuk 

manajemen laba. Pertama, manajemen tidak tidak memanfaatkan kesempatan 

untuk menentukan nilai aset pajak tangguhan pada akhirnya setiap periode 

pelaporan yang diatur dalam PSAK No. 46 karena dapat merugikan perusahaan 

ketika terungkap bahwa manajemen telah memanipulasi nilai penghasilan karena 

kecurigaan terhadap fiskal. Kedua, praktik manajemen laba oleh manajemen telah 

ditemukan oleh internal dan auditor eksternal dan akan direvisi sebelum 

diterbitkan. 

4.6.7 Perencanaan Pajak Memperkuat Pengaruh Kewajiban Pajak 

Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, diketahui bahwa 

perencanaan pajak sebagai variabel moderasi yang diukur dengan skala rasio 

menunjukan hasil memperkuat pengaruh kewajiban pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba riil. Perencanaan pajak memoderasi kewajiban pajak tangguhan 

memiliki nilai sig 0,0004 < 0,0008 dan nilai β yaitu -3,514843 sehingga Ha 

diterima (H0 ditolak). 

Anjani dan Abdul (2015) yang menjelaskan beban pajak tangguhan dapat 

menjadi salah satu komponen dalam mendeteksi praktik manajemen laba dan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Lebih lanjut, Alfian 
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dan Nuryadi (2019) menjelaskan bahwa manajer cenderung menyelesaikan 

praktik manajemen laba dengan menggunakan kebijakan mereka sendiri dan 

biasanya manajer akan mengikuti standar akuntansi daripada Undang-Undang dan 

peraturan perpajakan. Dalam membuat kebijakan tersebut, manajer akan mencari 

celah dalam standar akuntansi yang sesuai untuk meningkatkan pendapatan 

perusahaan, sehingga perilaku manajemen tersebut akan menghasilkan perbedaan 

buku-pajak. Beban pajak tangguhan yang lebih tinggi karena manajemen 

cenderung meningkatkan pendapatan perusahaan tanpa memperhatikan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

beban pajak tangguhan yang semakin tinggi akan menyebabkan terjadinya praktik 

manajemen laba yang dilakukan manajemen sesuai dengan peningkatan 

pendapatan perusahaan. 

B. Setelah Periode Momentum Amnesti Pajak Jilid 2 

4.6.8 Pengaruh Negatif Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier sederhana, diketahui bahwa pajak 

kini yang diukur dengan skala rasio menunjukan hasil berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap manajemen laba riil setelah periode momentum amnesti pajak 

jilid 1. Pajak kini memiliki nilai sig 0,1921 > 0,05 dan nilai β yaitu 0,876436 

sehingga Ha ditolak (H0 diterima). Secara parsial tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel Beban Pajak Kini terhadap manajemen laba riil 

perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di IDX-IC. Koreksi fiskal 

pada beban pajak kini terdapat perbedaan perlakuan antara standar akuntansi dan 

peraturan perpajakan. Tetapi perbedaan tersebut tidak memberikan peluang 
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manajer melakukan manajemen laba riil karena pada beban pajak kini dikenai 

beban berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak penghasilan 

badan. Tetapi tarif pajak penghasilan badan setiap perusahaan dapat berbeda 

tergantung jumlah penjualan bruto sehingga manajer tidak bebas melakukan 

manajemen laba. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi dan Hasan 

(2019); Fajarwati et al. (2020); Wijaya et al. (2017); Natalia (2017) yang 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pajak kini dan manajemen 

laba riil.  

4.6.9 Pengaruh Positif Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba 

Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier sederhana, diketahui bahwa aset 

pajak tangguhan yang diukur dengan skala rasio menunjukan hasil berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap manajemen laba riil setelah periode momentum 

amnesti pajak jilid 1. Aset pajak tangguhan memiliki nilai sig 0,0001 < 0,05 dan 

nilai β yaitu 3,943684 sehingga Ha diterima (H0 ditolak). Aktiva pajak tangguhan 

memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dengan parameter positif untuk 

menghindari pelaporan kerugian perusahaan. Jumlah aktiva pajak tangguhan yang 

diperbesar oleh manajer memotivasi untuk meminimalisai pajak yang akan 

dibayar agar perusahaan tidak dirugikan. Pajak yang harusnya dibayar tahun 

sekarang diahlikan pada tahun berikutnya dengan demikian laba suatu perusahaan 

meningkat karena beban pajak yang harus dibayar lebih kecil (Rassang, 2020). 

Dengan adanya PSAK No.46 memberikan syarat bagi manajer mengakui serta 
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menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang kadang disebut pencadangan nilai 

aktiva pajak tangguhan. Untuk mengindikasikan adanya tindakan manajemen laba 

yang dilakukan perusahaan pada laporan keuangan yang dilaporkan, para manajer 

diberikankan kebebasan dalam menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan 

dalam menilai aktiva pajak tangguhan pada laporan keuangannya. Hasil tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Warsono (2017); Rassang (2020); 

Timuriana et al. (2015); Machdar dan Nurdiniah (2021); Rahma (2020) yang 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara aset pajak tangguhan dan 

manajemen laba riil. 

4.6.10 Pengaruh Negatif Kewajiban Pajak Tangguhan Terhadap 

Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier sederhana, diketahui bahwa 

kewajiban pajak tangguhan yang diukur dengan skala rasio menunjukan hasil 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba riil setelah periode 

momentum amnesti pajak jilid 1. Kewajiban pajak tangguhan memiliki nilai sig 

0,1759 > 0,05 dan nilai β yaitu 0,937882 sehingga Ha ditolak (H0 diterima).  

Perusahaan sampel pada periode pengamatan tidak menjadikan liabilitas pajak 

tangguhan sebagai sarana untuk melakukan tindakan manajemen laba, hal tersebut 

dimungkinkan karena pada umumnya laporan laba rugi perusahaan yang 

direkonsiliasi secara fiskal akan menghasilkan koreksi positif di mana beban 

menjadi lebih rendah, sehingga hasil penghasilan kena pajaknya menjadi lebih 

tinggi dibandingkan dengan beban pajak komersil. Beban pajak tangguhan tidak 

bisa memberikan gambaran bahwa perusahaan melakukan manajemen laba karena 
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beban pajak tangguhan tidak efektif dalam mendeteksi manajemen laba. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfian dan 

Nuryadi (2019); Nuning et al. (2019); Setia et al. (2020); Rassang (2020); 

Amanda dan Febrianti (2015); Rahmi dan Hasan (2019); Dwi et al. (2019); 

Fadillah (2020); Setyawan dan Harnovinsah (2015) yang menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara kewajiban pajak tangguhan dan manajemen laba 

riil. 

4.6.11 Pengaruh Positif Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier sederhana, diketahui bahwa 

perencanaan pajak yang diukur dengan skala rasio menunjukan hasil berpengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap manajemen laba riil setelah periode 

momentum amnesti pajak jilid 1. Perencanaan pajak memiliki nilai sig 0,0092 < 

0,05 dan nilai β yaitu -2,418565 sehingga Ha diterima (H0 ditolak). Perusahaan 

tidak ingin dikenakan pajak yang terlalu besar sehingga perusahaan melakukan 

manajemen laba dengan kegiatan perencanaan pajak maka pajak akan lebih kecil 

(Negara dan Suputra, 2017). 

Perencanaan pajak mempengaruhi manajemen laba, di mana penerapan 

perencanaan pajak dalam perusahaan berjalan baik, maka manajemen laba yang 

diterapkan di perusahaan juga menjadi lebih baik (Christina, 2021). Hasil tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2019); Mei (2019); 

Memory dan Tipa (2020); Negara dan Suputra (2017); Alfian dan Nuryadi (2019); 

Nuning et al. (2019); Rahmi dan Hasan (2019); Ika et al. (2016); Annisa (2018) 

yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara perencanaan pajak dan 
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manajemen laba riil. 

4.6.12 Perencanaan Pajak Memperlemah Pengaruh Pajak Kini Terhadap 

Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, diketahui bahwa 

perencanaan pajak sebagai variabel moderasi yang diukur dengan skala rasio 

menunjukan hasil memperlemah pengaruh pajak kini terhadap manajemen laba 

riil. Perencanaan pajak memoderasi pajak kini memiliki nilai sig 0,1756 > 0,05 

dan nilai β yaitu -0,939754 sehingga Ha ditolak (H0 diterima).  

Koreksi fiskal pada beban pajak kini terdapat perbedaan perlakuan antara 

standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Tetapi perbedaan tersebut tidak 

memberikan peluang manajer melakukan manajemen laba karena pada beban 

pajak kini dikenai beban berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak 

penghasilan badan. Tetapi tarif pajak penghasilan badan setiap perusahaan bisa 

berbeda tergantung jumlah penjualan bruto. Sehingga manajer tidak bebas 

melakukan manajemen laba. 

4.6.13 Perencanaan Pajak Memperkuat Pengaruh Aset Pajak Tangguhan 

Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, diketahui bahwa 

perencanaan pajak sebagai variabel moderasi yang diukur dengan skala rasio 

menunjukan hasil memperkuat pengaruh aset pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba riil. Perencanaan pajak memoderasi pajak kini memiliki nilai sig 

0,0153 < 0,05 dan nilai β yaitu 2,216070 sehingga Ha diterima (H0 ditolak). 

Badan usaha meminimalkan beban pajak perusahaan, dengan cara melakukan 
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perencanaan pajak. Perencanaan pajak mengacu pada proses meminimalkan beban 

pajak namun tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Tundjung dan 

Haryanto, 2015). Aktiva pajak tangguhan dapat digunakan untuk mengurangi 

penghasilan kena pajak sehingga sehingga dapat mengurangi pajak yang 

dikenakan pada perusahaan. 

4.6.14 Perencanaan Pajak Memperlemah Pengaruh Kewajiban Pajak 

Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Riil 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, diketahui bahwa 

perencanaan pajak sebagai variabel moderasi yang diukur dengan skala rasio 

menunjukan hasil memperlemah pengaruh kewajiban pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba riil. Perencanaan pajak memoderasi kewajiban pajak tangguhan 

memiliki nilai sig 0,4227 > 0,05 dan nilai β yaitu -0,195838 sehingga Ha ditolak 

(H0 diterima).  

Perusahaan sampel pada periode pengamatan tidak melakukan perencanaan 

pajak dengan menjadikan liabilitas pajak tangguhan sebagai sarana untuk 

melakukan tindakan manajemen laba, hal tersebut dimungkinkan karena pada 

umumnya laporan laba rugi perusahaan yang direkonsiliasi secara fiskal akan 

menghasilkan koreksi positif di mana beban menjadi lebih rendah, sehingga hasil 

penghasilan kena pajaknya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan beban pajak 

komersil.  
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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN 

UNTUK PENELITIAN SELANJUTNYA 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

A. Sebelum Periode Momentum Amnesti Pajak Jilid 1: 

1) Pajak kini berpengaruh positif terhadap manajemen laba riil. 

2) Aset pajak tanggguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil. 

3) Kewajiban pajak tanggguhan berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba riil. 

4) Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba riil. 

5) Perencanaan pajak mampu memoderasi dengan memperkuat hubungan 

antara pajak kini terhadap manajemen laba riil. 

6) Perencanaan pajak tidak mampu memoderasi dengan memperlemah 

hubungan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba riil. 

7) Perencanaan pajak mampu memoderasi dengan memperkuat hubungan 

antara kewajiban pajak tangguhan terhadap manajemen laba riil. 

B. Setelah Periode Momentum Amnesti Pajak Jilid 1: 

1) Pajak kini berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil. 

2) Aset pajak tanggguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba riil. 

3) Kewajiban pajak tanggguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen 
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laba riil. 

4) Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba riil. 

5) Perencanaan pajak tidak mampu memoderasi dengan memperlemah 

hubungan antara pajak kini terhadap manajemen laba riil. 

6) Perencanaan pajak mampu memoderasi dengan memperkuat hubungan 

antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba riil. 

7) Perencanaan pajak tidak mampu memoderasi dengan memperlemah 

hubungan antara kewajiban pajak tangguhan terhadap manajemen laba riil. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti telah berupaya untuk merancang dan mengembangkan penelitian 

sedemikian rupa guna mendapatkan hasil yang maksimal, akan tetapi dalam 

melakukan penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan penelitian, yakni 

sebagai berikut: 

1) Hasil penelitian menghasilkan koefisien determinasi kurang dari 50%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain yang mampu 

mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan tindakan manajemen 

laba riil. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan 

penulis adalah: 

1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain 

terutama faktor-faktor yang dapat memengaruhi manajemen laba riil. 

Variabel yang dapat ditambahkan terkait faktor yang dapat mempengaruhi 
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manajemen laba riil seperti corporate governance dan nilai perusahaan. 

Hal ini diperuntukkan agar hasil dari penelitian berikutnya dapat 

digunakan secara lebih luas. 
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No. Nama Perusahaan 
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Perusahaan 

1 PT Alam Sutera Realty Tbk ASRI 

2 PT Bekasi Asri Pemula Tbk BAPA 

3 PT Bumi Citra Permai Tbk BCIP 

4 PT Bekasi Fajar Industrial Estate BEST 

5 PT Sentul City Tbk BKSL 

6 PT Ciputra Development Tbk CTRA 

7 PT Intiland Development Tbk DILD 

8 PT Duta Pertiwi Tbk DUTI 

9 PT Gowa Makassar Tourism Development GMTD 

10 PT Perdana Gapuraprima Tbk GPRA 
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12 PT Jaya Real Property Tbk JRPT 
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14 PT Lippo Cikarang Tbk LPCK 

15 PT Lippo Karawaci Tbk LPKR 

16 PT Metropolitan Land Tbk MTLA 

17 PT Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN 

18 PT Pudjiadi Prestige Tbk PUDP 

19 PT Pakuwon Jati Tbk PWON 

20 PT Roda Vivatex Tbk RDTX 

21 PT Suryamas Dutamakmur Tbk SMDM 

22 PT Summarecon Agung Tbk SMRA 

23 PT Agung Podomoro Land Tbk APLN 

 

2. DATA EVIEWS SEBELUM PERIODE MOMENTUM AMNESTI PAJAK 

JILID 1  
 

Tahun Perusahaan CT DTA DTE TA TRR DER REM 

2013 ASRI 0,0002  0,0206  0,0256  0 0,0029  0,0018  1,8768  

2013 BAPA 0,0006  0,0151  0,0213  0 0,0029  0,0018  1,5401  

2013 BCIP 0,0002  0,0269  0,0195  0 0,0029  0,0040  2,2025  
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2013 DILD 0,0007  0,0162  0,0051  0 0,0028  0,0039  1,5220  

2013 DUTI 0,0002  0,0398  0,0226  0 0,0011  0,0022  1,3089  

2013 GMTD 0,0006  0,0210  0,0178  0 0,0015  0,0026  1,8678  

2013 GPRA 0,0002  0,0223  0,0205  0 0,0010  0,0021  2,1142  

2013 GWSA 0,0006  0,0088  0,0172  0 0,0007  0,0018  1,1884  
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2013 KIJA 0,0006  0,0172  0,0136  0 0,0006  0,0017  2,0788  

2013 LPCK 0,0002  0,0239  0,0162  0 0,0006  0,0017  1,9454  

2013 LPKR 0,0006  0,0174  0,0146  0 0,0009  0,0020  1,6027  

2013 MTLA 0,0002  0,0428  0,0306  0 0,0009  0,0020  2,0960  

2013 PLIN 0,0006  0,0296  0,0229  0 0,0017  0,0028  1,9412  

2013 PUDP 0,0002  0,0124  0,0050  0 0,0017  0,0028  1,5992  

2013 PWON 0,0006  0,0297  0,0077  0 0,0010  0,0021  2,1323  

2013 RDTX 0,0048  0,0317  0,0095  0 0,0024  0,0035  1,9151  

2013 SMDM 0,0002  0,0090  0,0330  0 0,0041  0,0035  1,0299  

2013 SMRA 0,0006  0,0246  0,0307  0 0,0004  0,0015  2,0361  

2013 APLN 0,0031  0,0203  0,0051  0 0,0001  0,0012  1,8207  

2014 ASRI 0,0002  0,0185  0,0267  0 0,0048  0,0035  1,5371  

2014 BAPA 0,0006  0,0177  0,0175  0 0,0008  0,0019  1,5653  

2014 BCIP 0,0002  0,0307  0,0094  0 0,0002  0,0013  1,1884  

2014 BEST 0,0006  0,0164  0,0060  0 0,0003  0,0014  1,5300  

2014 BKSL 0,0002  0,0041  0,0067  0 0,0002  0,0013  1,1884  

2014 CTRA 0,0006  0,0216  0,0057  0 0,0006  0,0017  1,7921  

2014 DILD 0,0007  0,0168  0,0052  0 0,0002  0,0013  1,5049  

2014 DUTI 0,0002  0,0195  0,0113  0 0,0006  0,0017  1,1884  

2014 GMTD 0,0006  0,0162  0,0050  0 0,0002  0,0013  1,4989  

2014 GPRA 0,0002  0,0315  0,0162  0 0,0006  0,0017  2,2276  

2014 GWSA 0,0006  0,0126  0,0056  0 0,0007  0,0018  1,4989  

2014 JRPT 0,0002  0,0152  0,0056  0 0,0002  0,0013  1,1884  

2014 KIJA 0,0006  0,0136  0,0073  0 0,0006  0,0017  1,8868  

2014 LPCK 0,0002  0,0296  0,0192  0 0,0002  0,0013  2,3907  

2014 LPKR 0,0006  0,0219  0,0059  0 0,0006  0,0017  2,0199  

2014 MTLA 0,0002  0,0040  0,0087  0 0,0002  0,0013  1,4989  

2014 PLIN 0,0006  0,0067  0,0047  0 0,0006  0,0017  2,0054  

2014 PUDP 0,0012  0,0085  0,0065  0 0,0002  0,0013  1,4536  

2014 PWON 0,0016  0,0320  0,0300  0 0,0006  0,0017  2,1963  

2014 RDTX 0,0016  0,0297  0,0277  0 0,0002  0,0013  1,6441  

2014 SMDM 0,0021  0,0041  0,0021  0 0,0006  0,0017  1,0953  

2014 SMRA 0,0016  0,0257  0,0237  0 0,0002  0,0013  2,0924  

2014 APLN 0,0021  0,0165  0,0145  0 0,0006  0,0017  1,6070  

2015 ASRI 0,0030  0,0084  0,0064  0 0,0048  0,0017  1,1884  

2015 BAPA 0,0030  0,0050  0,0134  0 0,0002  0,0013  1,1884  

2015 BCIP 0,0037  0,0057  0,0161  0 0,0006  0,0017  1,6874  

2015 BEST 0,0027  0,0047  0,0179  0 0,0031  0,0017  1,2827  

2015 BKSL 0,0022  0,0042  0,0255  0 0,0002  0,0013  1,1884  

2015 CTRA 0,0030  0,0103  0,0053  0 0,0006  0,0017  1,8214  

2015 DILD 0,0030  0,0040  0,0247  0 0,0002  0,0013  1,5081  

2015 DUTI 0,0030  0,0152  0,0172  0 0,0006  0,0017  2,3474  

2015 GMTD 0,0026  0,0046  0,0408  0 0,0002  0,0013  1,3677  
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2015 GPRA 0,0026  0,0046  0,0220  0 0,0006  0,0017  1,6273  

2015 GWSA 0,0033  0,0063  0,0233  0 0,0007  0,0018  1,1884  

2015 JRPT 0,0033  0,0182  0,0098  0 0,0002  0,0013  1,4989  

2015 KIJA 0,0029  0,0049  0,0403  0 0,0006  0,0017  2,0072  

2015 LPCK 0,0057  0,0077  0,0182  0 0,0002  0,0013  1,4989  

2015 LPKR 0,0033  0,0109  0,0249  0 0,0006  0,0017  1,4743  

2015 MTLA 0,0026  0,0036  0,0184  0 0,0002  0,0013  1,8708  

2015 PLIN 0,0020  0,0030  0,0438  0 0,0006  0,0017  1,9779  

2015 PUDP 0,0033  0,0124  0,0306  0 0,0002  0,0013  1,8892  

2015 PWON 0,0035  0,0045  0,0134  0 0,0006  0,0017  1,6336  

2015 RDTX 0,0021  0,0031  0,0307  0 0,0002  0,0013  1,5582  

2015 SMDM 0,0024  0,0034  0,0327  0 0,0006  0,0017  1,2627  

2015 SMRA 0,0021  0,0031  0,0100  0 0,0012  0,0023  1,9931  

2015 APLN 0,0029  0,0039  0,0029  0 0,0016  0,0027  1,5390  

 

3. DATA EVIEWS SETELAH PERIODE MOMENTUM AMNESTI PAJAK JILID 

1  
 

Tahun Perusahaan CT DTA DTE TA TRR DER REM 

2017 ASRI 0,0162  0,0001  0,0018  1 0,0024  0,7000 2,1142  

2017 BAPA 0,0162  0,0000  0,0012  1 0,0002  0,8000 2,1142  

2017 BCIP 0,0088  0,0000  0,0012  1 0,0023  0,5000 1,5220  

2017 BEST 0,0239  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 2,1142  

2017 BKSL 0,0296  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 2,0788  

2017 CTRA 0,0317  0,0000  0,0012  1 0,0004  0,8000 2,0960  

2017 DILD 0,0203  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 2,1323  

2017 DUTI 0,0246  0,0000  0,0011  1 0,0005  0,8000 2,0361  

2017 GMTD 0,0090  0,0000  0,0012  1 0,0003  0,8000 1,5653  

2017 GPRA 0,0185  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,1884  

2017 GWSA 0,0203  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,5000 2,1142  

2017 JRPT 0,0126  0,0000  0,0012  1 0,0002  0,8000 1,4989  

2017 KIJA 0,0296  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,8768  

2017 LPCK 0,0067  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 2,0054  

2017 LPKR 0,0297  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,6441  

2017 MTLA 0,0165  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 1,6070  

2017 PLIN 0,0057  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 2,1142  

2017 PUDP 0,0103  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,5000 1,8214  

2017 PWON 0,0046  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,3677  

2017 RDTX 0,0182  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,4989  

2017 SMDM 0,0109  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 1,4743  

2017 SMRA 0,0124  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,8892  

2017 APLN 0,0034  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 1,2627  

2018 ASRI 0,0237  0,0000  0,0012  1  0,0024  0,8000 1,5401  

2018 BAPA 0,0210  0,0000  0,0011  1  0,0002  0,8000 1,1884  
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2018 BCIP 0,0088  0,0000  0,0012  1 0,0006  0,8000 1,3089  

2018 BEST 0,0174  0,0000  0,0012  1 0,0002  0,8000 1,1884  

2018 BKSL 0,0124  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 1,9454  

2018 CTRA 0,0090  0,0000  0,0012  1 0,0012  0,8000 1,9412  

2018 DILD 0,0185  0,0000  0,0012  1 0,0019  0,5000 1,9151  

2018 DUTI 0,0203  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,8207  

2018 GMTD 0,0246  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,1884  

2018 GPRA 0,0090  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 1,7921  

2018 GWSA 0,0162  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,4989  

2018 JRPT 0,0152  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,1884  

2018 KIJA 0,0219  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 2,0199  

2018 LPCK 0,0085  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,4536  

2018 LPKR 0,0041  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 1,0953  

2018 MTLA 0,0084  0,0000  0,0012  1 0,0043  0,8000 1,1884  

2018 PLIN 0,0047  0,0000  0,0012  1 0,0026  0,8000 1,2827  

2018 PUDP 0,0040  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,5081  

2018 PWON 0,0046  0,0000  0,0011  1 0,0001  0,8000 1,6273  

2018 RDTX 0,0049  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 2,0072  

2018 SMDM 0,0036  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,5000 1,8708  

2018 SMRA 0,0045  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 1,6336  

2018 APLN 0,0031  0,0000  0,0012  1 0,0007  0,8000 1,9931  

2019 ASRI 0,0162  0,0000  0,0012  1 0,0024  0,8000 2,2025  

2019 BAPA 0,0223  0,0000  0,0012  1 0,0002  0,8000 1,8823  

2019 BCIP 0,0172  0,0000  0,0012  1 0,0010  0,8000 1,8678  

2019 BEST 0,0174  0,0000  0,0012  1 0,0032  0,8000 1,4989  

2019 BKSL 0,0297  0,0000  0,0012  1 0,0004  0,8000 1,6027  

2019 CTRA 0,0246  0,0000  0,0012  1 0,0012  0,8000 1,5992  

2019 DILD 0,0090  0,0000  0,0012  1 0,0036  0,8000 1,0299  

2019 DUTI 0,0185  0,0000  0,0012  1 0,0043  0,8000 1,5371  

2019 GMTD 0,0203  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,5300  

2019 GPRA 0,0246  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,5049  

2019 GWSA 0,0315  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 2,2276  

2019 JRPT 0,0136  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 1,8868  

2019 KIJA 0,0040  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,5000 1,4989  

2019 LPCK 0,0320  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 1,8768  

2019 LPKR 0,0257  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 2,0924  

2019 MTLA 0,0050  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,1884  

2019 PLIN 0,0042  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,1884  

2019 PUDP 0,0152  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 1,8768  

2019 PWON 0,0063  0,0000  0,0012  1 0,0002  0,8000 1,1884  

2019 RDTX 0,0077  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,4989  

2019 SMDM 0,0030  0,0000  0,0012  1 0,0001  0,8000 1,9779  

2019 SMRA 0,0031  0,0000  0,0012  1 0,0005  0,8000 1,5582  

2019 APLN 0,0039  0,0002  0,0013  1  0,0011  0,6000 1,5582  
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UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

A. TAHUN 2013-2015 

B. TAHUN 2017-2019 
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4. UJI NORMALITAS 

A. TAHUN 2013-2015 

B. TAHUN 2017-2019 
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5. UJI MULTIKOLINEARITAS 

A. TAHUN 2013-2015 
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6. UJI AUTOKORELASI 
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B. TAHUN 2017-2019 
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7. UJI HETEROKEDASTISITAS 

A. TAHUN 2013-2015 
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8. UJI LINEARITAS 

A. TAHUN 2013-2015 
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9. UJI MULTIPLE REGRESSION 

A. TAHUN 2013-2015 
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10. UJI MRA 
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B. TAHUN 2017-2019 

 


